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Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tinggi 75 persen. Sedangkan hiburan kesenian rakyat/radisional dikenakan tarif pajak per tahun (nilai wakm, pemborosan bshan bakar, dan biaya keschat:
__! }_:_E, Arham* hiburan maksimal 10 persen. Ketentuan fain di dalam UL PDRD dan penerapannya  kemacetan di Jakarta.
: I molor tahun 2014 dibandingkan dengan tarif pajak daersh lainaya yaitu pajak bumi  Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membatasi ke
e Bl UNG dan Mahasiswa Program 53 dan bangunan (PRB) serta bea perolchan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),  kendaraan pribadi yang dianggap sebagai penyumbang tertinggi kemacet
" .!;_E..__nnn_nn:u:nn _HE..EEB._wﬂrﬁ.ﬁuhﬂmwr.ﬂ.ﬂnﬁﬂnu_ﬂ_._}mngqnﬂ&umﬁgg.ﬁ gﬁigiﬂngﬁnﬁﬂa E.:ﬁaﬂﬁ?mﬂﬂmj
| daerah, mulai tahun 2014 secara langsung akan dipungut oleh dacrah, perjokian; program warerway di Jakarta dengan memanfaatkan Kali Cili
Melihat sasaran pertama kebijakan di atas, menurunkan konsumsi BBM memang perlu mandek, sungai ini makin dangkal dan dipenuhi sampah; pembangunan mon
terus dilakukan karena Indonesia lermasuk negara yeng boros mengkonsumsi BBM,  macet karena tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.
o Pl Dwaral dan Retribusi Daerah (UU FDRD)  sebagai contoh pada tahun 2006 saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada di  Kini pemerintah mencoba mengatasi kemacetan dan kepemiltkan kendars
] berssena DPIL I Reformulasi UU PDRD sebagai  bawsah 1 juta bph, konsumsi BBM Indoncsia mencapai 1,84 juta bph. Meskipun tidsk  dengan menerapkan pajak progresif dengan mengubah UL Pajak Dacrah da
i wlndl flakal. Intinys, pemerintah menginginkan  dapat dipungkiri pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan konsumsi BBM, ~ Daerah. Hanya saja pelaku industri ofomotif tidak setuju dengan didu
Al gt itk mendorong peningkatan PAD, Di dalam schingga tahun 2008 sedikit turun menjadi 1,6 juta bph, dan diharapkan tahun ini turun  Departemen Perindustrian, juga pihak kepolisian sendin. Menunst pel
r.ﬂ;i dllgkukan untuk meningkatkan PAD dengan  sehesar 1.5 juta bph. Tapi ussha ini tidak gampang. Meskipun pemerintgh tetap  industr otomolif, pengenaan pajak progresif kendaraan akan memperlamt
Abshan b Pertama, mennikkan tarif pajak kendarsan  optimis dengan target jangka panjang seperti disampaikan oleh Dirjen Migas  otomotif (mobil), padahal industri otomotif penopang utama pertumbuhar
el 10 psteen, sertn menerapkan pajak progresif. Dasar  Departemen ESDM, bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan konsumsi BEM di  selain sektor pertanian dan komunikasi.
| _Lt wilil funl kendoraan bermotor, kepemilikan, usia  bawah 1 juta bph. Di tahun 2025 di bawah 1 juta barel stay setidaknya sama dengan  Khusus berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah sendiri memp
| { Wik, Keidas, tarif Bea Balik Nama Kendaraan  Jepang dan Jerman di 2006, Dengan adanya gerakan hemat BBM, maka penggunaan  reformulasi pajak deerah dan retribusi  daersh (PDRD) mampu me
il sl 20 persen. Penerapan pajak progresif juga  energi fosil dapat ditekan sehingga bisa mengurangi impor BEM, sebab Indonesia  penerimaan asli daerah {PAD) sckitar 41 persen — 83 persen untuk provi
| Wl Ukisnnys sdaiah nilai jual kendarasn bermotor,  sudah termasuk negara net imporied BBM. Dengan adanya kebijakan reformulasi UU  persen untuk kabupaten/kota. Dapat dibayangkan dari hitung-hitun
i ! bt Selnin untuk meningkatkan PAD,  PDRD dacrah turut memikul beban untuk menurunkan konsumsi BBM. Hanya saja  pemerintah, jika bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar
ol e dllsantif untuk membeli kendaraan bermotor  kebijakan penurunan konsumsi ini sejatinya dibarengi dengan kebijakan yang simultan  bermotor sebesar 50 persen, potensi peningkatan PAD sebesar 42 persen al
[ | WM. Kerigo, menaikkan tarif Pajak Bahan  untuk mendorong penggunasn cnergi alternatif seperti penggunaan biodiesel. Program  triliun, Jika tarif rata-rata sejumlah pajak tersebut dinaiklcan 100 persen, m
.H A pwisen manjadi maksimum |0 persen. Pajak jenis ini  ini nampaknya sudah tidak menggema lagi sehingga dikuatirkan konsumsi BEM tetap  PAD mencapai 83 persen atau mencapai Rp 90,96 triliun.
00 Wil yuhnl dibedaknn untuk kendaraan pribadi, kendaraan  tinggi. Asumsi saya dari cmpat sasaran reformulasi ULl PDRD, paling mungh
b Wablishwt hewmpai adalah pemberiakuan pajak paskir  Sedangkan berkaitan dengan kemacctan lalu lintas terutama di ibukota buken  sasaran peningkatan PAD, sementaran sasaran lain sulil diwujudkan. Sec
LI ksl darl 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan  merupakan problem yang tidak berdiri sendiri, tapi banyak hel yang terkait di  keinginan mendorong daersh ikut serta menghemat BBM mengurangi k
ot febidbdl pependalban Inlu lintas, Dari lima paket kebijakan  dulamnya terutama masalah kebijakan transportasi di tangh air. Bila menengok  kendaraan pribadi, tapi jomlah kenderaan pribadi yang paling banynk justr
WL sl seonin substantif memiliki empat sasaran wtama;  kebelakang pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan dampak langsung dari  pusat-pusat kota yang membutuhkan mobilitas tinggl. Sementira da
pah ok ienginglikan  dacrah berperan optimal dalam  kemajuan ekonomi masyarakat, selaras dengan ity kepemilikan kendaraan pribadi terus  transportasi massa yang nyaman, aman, bersih dan tepat wakiu tidak tercipt
0 _.. W, s ke memperbaiki moda transportasi darat  paik. Pada kondisi ini, kemudian jumiah kendarman sasaran itu sulit tercapai. Konsumsi BEM dipastikan penurunannya tidak
- ...... suiler hemaceinn lolu lintes, sasaran kefiga yaitu  yang beredar di jalan makin bertambah, sementara volume jalan tidak tumbuh secara  karena pemilikan kendarasn pribadi tidak berubah.
i ._..__;..1__ Wbeyiakal dongan adanya penurunan kemacetan, dan  signifikan. Misalkan perbandingan pertumbuhan kendarasn di Jakarta sebesar 12,2 UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendorong |
h_ mlka AL persen sementara pertambahan volume jalan hanya tumbuh sekitar 0,01 persen. Jadi  kepasitas  fiskal dacrgh, Target jangka panjangnys daerah makin |
ﬂ.i}.. i PAD, dalam UU PDRD juga dilakukan reformulesi — berapapun pertambahan pembangunan ares jalan di Jakarta tidak akan mampu  kelergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DALT). Namun kala
| alueis sl 29 ditentukan tarif pajak rokok ditetapkan 10 mengikuti laju pertumbuhan kendaraan, UU PDRD yang akan diterapkan setclsh masing-masing dacrah
sk rokok berdasarkan ketentuan dalam UU PDRD akan  Selain itu, kemacetan lalu lintas di ibukota tidak dapat dipisahkan dari dampak  kabupatcn/koia) membuat Perda schagai penjabaran UU, saya mend:
pivgnl Jumlsh penduduk, semakin besar jumlah penduduk  kebijskan transportasi yang bersifat  kolutif, banyak ahli transporiasi  berjalan optimal. Apalagi masing-masing daerah memiliki kapasitas
merekomendasikan serta melihat pengalaman di negara-negara yang sukses mengatasi  (reverme) perekonomian yang berbeda. LU PDRD ini hanya menguniungk

wal
___..... va Weldanghen hesil penerimaan pajak ini provinsi dan  kemacetan lalu lintas altemnatif yang paling baik, yakni mengembangkan mass  dan daerah perkotaan, sehab pajek kendaraan ditangani oleh provinsi, seme
W wllnl engaliokanikan 50 persen uniuk mendanai pelayanan  framsportation, seperti monorel, kercta api komuter dan kereta api dalam kota. Mamun  hiburan dan forunannya lebih menguntunglean kota-kota yang sudah mapan
it B ol nparnt yang berwenang. Sementara yang terkait  yang terjadi jenis moda transportasi ini disbaikan, bahkan beberapa jatur kerela api di asumsinys deerah tetap skan bergantung banyak terhadap DAL [ralam
“ Wit btk puting linggi 35 persen, khuses untuk hiburan berupa jbukota telah dihapus, justru memberikan mang yang lebih lebar pada pengadaan bus-  Yustika (Investor Daily, 1882009y UU PDRD kemungkinan akan me
gatit, dishitih klub molam, karaoke, mandi vap, panti pijat dan  bus AKAP milik beberapa konglomerat. Pads akhirmya kemacetan sudah menjadi  masalah alokasi, tapi problem keterbatasan anggaran tetap muncul.
i Sbt i kisiiekn koonntikan, waril paak hiburan depat ditetapkan paling pemandangan kescharian, Kompas pernah merilis kerugian lebib dari Rp 12,8 triliun

tnlo Post, 17 Desember 2009



_...1_ Mgl bahwn perdagangan bebas meningkatkan
LI heiinbngen Komporotil dan ekonomi skala besar,
U Bl perdogangan bebas memungkinkan negara
i butkembang dan merusak industri lokal, dan
P!_ b Widdie sosial, Sebaliknya pula, perdagangan
1 MUIAAN fiagare muju karena ia menyebabkan pekerjaan
| i Inin dan juga menimbulkan perlombaan
gg-—: slandar hidup dan keamanan yang lebih

I Wein pemerintoh (negara) memiliki keyakinan

% Plagangan bebas, Arus utama perdagangan bebas
W maju fkut di dolamnya akan tetapi negara

Wnganlan, Dalam konsep ekonomi internasional,
oy Wi Antermaslonal yaite multilateral (didalamnya

Wy h i), etk tingkat regional dikenal Free Trade

.ﬂﬁ.a iwilonal, sda beberapa model kerjasama ekonomi
L \ Areagement, Free Area Trade, Customs Union,

MR i dan Monutary Unian,
BRI Wi dikemiikakan ini, Indonesia sebagai negara
bk dirl, menjodi anggota WTO, AFPEC, FTA yang
ﬁ ' babis, Dengan penub keyvakinan, pemerintah

..I. 8 APIL, dilam konsep awalnya akan diberlakukan
BISARAN 1T A ASEAN sudah berlaku dan ASEAN-China —
WA il melakukan agreement mulai berlaky cfeldif |

il (bernifat bilateral). Sementara dilibat dari

LI I8 IVAY Fren Area Trade adalah suaty bentuk kerjasama
| il Perliganigni produk-produk orisinalnyan negara-negara
RN Diew minsik atau bebas bea masulk. Dengan kata lain
WA [RARH Wiotanya menjadi O %, sedangkan masing-masing
A ,g_._ B el sekaring pemberlakukan FTA ASEAN-China
. TR (T
R Al Implemeniasl AC- FTA bagi Indomesia? Secara teoritis
. i
iy _f__i- suldah dikemukakan di atas, tapi dampaknya yang

i W RS gl sengat banyak. Karena itu banyak pihak
v .hi,,__.._:._.__. forlaly nekat menyetwjui AC-FTA. Dalam
ﬂ AlAN
L |
e
]

Al I sendirt-sendici, Contobnya AFTA (ASEAN Free

billel, Kita tidak terlaly Jouatir implementasi FTA
Ibernpn provduk nogarn ASEAN lain seperti Vietnam untuk
Nl wmiignl kompetitif, akan tetapi dengan China skan
| by werlus,  Dalam kenyateannya  implementasi
M il ddwsvgnns ¢l jaul sebelumnya, produk-produk China sudah
I_ Tvibisiinain

! -::-:. Rabu 26 Desember 2009

Moh. Amier Arham*
* Peneliti LP2EB FEB UNG, Mahasiswa
Program S3 Ilmu Ekonomi Unpad Bandung
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Apalagi jika sudah diberlakukan, maka produk China akan memulul produk
lokal Indonesia. Lalu, apa salshnya demgan produk China? Di sinilah
persoalannya, Sudsh bukan rahasia lagi, selama ini muty produk China yang
membanjiri pasar kita tidak jauh berbeda dengan produk dalam negeri, bahkan
lebih buruk. Produk China juga masih diragukan keamanannya bagi kesehatan,
Selain itu, barang dari ‘Negeri Tirai Bambu' jtu kelewat murah schingga produk
dalam negeri kalah bersaing dan akhimya mati. Saat ini hampir semua jenis
produk China melengpang bebas masuk ke negeri inf. Padahal, pada era 1970-an
produk China yang diimpor hanya produk vang tidak bisa dibuat di Indenesia
{Media Indonesia, 22/ 1220097,

Ada beberapa dampak yang akan timbul dengan AC-FTA, jika dilihat dari
transaksi perdagangan, defisit perdagangan China selama lima tehun dengan
[ndonesia membengkak, dan Indonesia merugh pulshan trilivn dengan China.
Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan China pada 2003,
Tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan
Indonesia, Neraca perdagangan Indonesia-Ching menjadi jomplang dan Indonesia
mengalami defisit US$3,61 milyar pada tahun 2008, Perdagangan di sektor
manufakiver mencapai defisit terbesar yakni USS7.61 miliar pada tahun 2008
‘(inilah.com).

Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China amat jelas bakal
lebih menguntungkan China daripada negara-negara ASEAN, dan sangat jelas
terutama sangat merugikan Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik
menunjukkan saut ini saja ckspor kita ke China hanya 5,91%, sedangkan
impomnya mencapai 8,55%. Kelak, ketiks perdagangan bebas sudah dijalankan,
diprediksi ckspor kita hanya naik 2,29% menjadi 8.20%. Tapi, sebeliknya impor
kita dari China bakal naik 2.81% menjadi 11,37%.

Menghadapi pelaksanasn perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China
pada 2010, Indonesia sepertinya harus siap-siap kehilangan uang senilai Rpl5
triliun, Uang ini adalah jurolah pemasuban yang biasanya dilerima Kantor Bea
dan Cukai tiap tahunnya menurut Diren Bea dan Cukai Depken. Kemudian,
terjadi ketimpangan besar jika FTA diimplementasikan, karena terhitung 1
Januari 2010, bea masuk (BM) 8007 pos tarif dar 17 sektor industri akan
dibebaskan menjadi 0 %. Kesepakatan pembebasan bea masuk impor justru akan
memperlemah posisi UMKM sebagai tulang punggung industri di Indonesi,
selain  tu akan mengancam sebelas sektor industd, Sebelas sektor industri
lersebut disntaranya industri tekstil, makanan dan minumarn. alat dan hasil

Implikasi Penerapan ASEAN-China FTA 2010

pertanian, petrokimia, sintetik fber, besi dan baja din manufaki
Jika kelompok industri ini kolaps maka akan menciptakan Jedak
(Ragillia, 2009) mengemukakan Industri plastik, misalnya,
pemutusan hubungan kerjz (FHK) hingga 88.000 orang. Hasil ri
Ekonomi Indonesia bahkan menyebutkan tujuh sektor industri b
hingga Rp33 trilivn per tahun, Mereka terdiri dari petrokimia, b
tekstil (TPT), alas kaki dan barang kulit, elektronik, kerami
minuman, seria besi baja, Ketujuh industri it akan kehilangan p
cukup besar,
Kemudian industri baja nasional juga mengalami hal yang sama,
kalang kabut karena diserbu baja buatan China. Betapa tidak? D
bea masuk pun, China dicurigai mampu menjual dengan harga d
lain yang paling gampang adalah tekstil dan produk tekseil (T
industri TPT di Tanah Air termehek-mehak gara-gara serbuan by
murahnya minta ampun,
Kekuatiran yang sama dikemukan ekonom dan Kefua Focus G
Fiskal dan Moneter, Sri Adiningsih, kalay Indonesia tidak 8
keresahan sosial. Jangan sampai terjadi pengalaman seperti di
dimana produk tekstil tiarap dan tidak biza bersaing dengan
dapat menimbulkan keresahan sosial. Efeknya semakin besar, jil
korban adalah usaha padat karya yang menyerap banyak kesempa
Kekuatiran penerapan AC-FTA bukan hanya dikemukakan pa
society, dan ekonom akan tetapi pelaku usaha juga amat pesimis,
sangat yakin produk nasional akan dilibas produk-produk asal Ct
kompetitif, bila kesepakatan perdagangan bebas AC-FTA tetap
beberapa pandangan yang mengemulka bahwa pelaku usaha siap ¢
paling cepat 2014, itupun ada beberapa persyaratan  uni
kelansungan dan daya saing usaha mereka,
Merespon keberatan dan keinginan pelaku usaha, pemerintah ki
penundaan penerapan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) te
sektor usaha. Dari sisi pengambilan kebijakan, pemerintah s
mempedulikan keberatan yang disampaikan berbagai pihak jauh h
Idealnya kebijakan itu ditempuh berdasarkan assesement
stakeholders. Keberatan yang disampaikan berbagai pihak buka
tapi dampaknya sudah ferasa seperti yang sudah digambarkan d
perdagangan Indonesia — China). Kalangan intemnal pemerintak
awal berjalan sendiri-sendiri, keinginan Departemen  Perin
menunda penerapan AC-FTA sudah disuaraken, tetap Drepartemer
juga memiliki agenda sendiri terkait dengan AC-FTA. Saat
melalui Departemen Perindustrian mengidentifikasi beberapa jen
diajukan revisi penundaan implementasi AC-FTA, diantaranyi
industri alas kaki dan kimia. Ini menandakan bahwa pemerinto
konsisten dengan kebijakannya, kasamya menjilat lndah sendird.



Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLLN (1)

M, Amier Arham*
e ks _.-._-..: M. Mu.a.—..-hm..n.:: Doktor Himu

F konomi Unpad Bandung

gl webagnl barang mewah (fuxurivs goods) dalam
My mihat, akan tetapi sudah menjadi barang normal (normal
_ Wmiimnye |enis barang seperti ini jika income kelompok
Wbl kenalkan, permintaan terhadap barang tersebut
" hal. Tidak menpherankan jika kemudian permintaan
Huielh  terus  menanjak, sementara supply  daya,
ya melambat, Hal ini berdampak terhadap terjadinya
ailwin ipply din demand, adanya disparitas mengakibatkan
MNigmalnyn, Jika terjadi kelangkaan banyak perusahaan
ksl burang (supply) jika tidak ada hambatan,
JWg patut kita ajukan, apa hambatannya sehingga listrik
\eihntan  sementara pasar (konsumsi} potensinya sangat
pebiiyn tdak  perlu terlalu canggih untuk menjelaskan,
suln kwrenn adanya struktur pasar monopoli dari PLN.
i lnkiy penyedin jasa kelistrikan tidak dapat masuk ke industri
4 Wilw lmimbatan (harrier to entry), hak monopoli PLN didasari
wig Mk monopoli diberikan pada PLN karena salah satu
itk monyangkut hajat hidup orang banyak (dalam teori
hssbiit pihiic weility) karena itu perlu diurus sendiri oleh negara
Wit bonmtlivgd negara. Jika pun ada perusahasn jasa kelistrikan,
s (iln pembangkitan, sementara distribusi tetap dimonopoli
Ik pusar monopoli sudah barang tentu menimbulkan biaya
 iaeyieaknt  (konsumen) mengalami beberapa  kerugian,
labilk yang dihasilkan oleh PLN fidak ada subtitusinya. Beda
\uiin bihinn bakar minyak, ada beberapa subtitusinya, jika harga
ul imnyarakat dapat beralih menggunakan kayu bakar, atau
# e Nementora listrik, apalagi sudah menjadi barang normal
i) Ik horganya tinggi, tidak ada pilihan konsumen, kalaupun
Hiwl penerangan paling menggunakan lilin atau lampu teplok,
i bunillel modern seperti ini apa kita akan kembali pada zaman

W

wiliiyn sirukiur monopoli, biaya sosial pasti muncul, kondisi ini
uleh pemeriniah karena itu listrik diberikan subsidi, subsidinya

mtalo Post, 12 Januari 2010

kepada produsen (PLN) agar mereka menjual listrik ke konsumen lebih
murah atau disebut dengan tarif dasar lisirik (TDL). Selisih subsidi ke
PLN setidaknya dilihat dari biaya pokok produksi (BPP), selama ini BPP
listrik berada di kisaran Rpl1.300 per kWh, sementara itu harga jual
berupa TDL yang dinikmati konsumen berada di kisaran Rp630 per
kWh. Sedangkan nilai total subsidi listrik tahun anggaran 2009 sebesar
Rp 60,43 triliun dari APBN. Dilihat dari prognosa keuangan setiap tahun,
PLMN selalu menempati urutan pertama BUMN yang dikategorikan selalu
merugi. Muneul pertanyaan berikut, kok monopoli tapi merugi terus?
Fasilitas dan gaji karyawan PLN termasuk yang "gemuk™, kantor PLN
dimana-mana executive class, apalagi kantor pusatnya, apa yang salah?

Dampak lanjutan dari PLN yang terus merugi, pelayanannya menjadi
tidak maksimal dimana-mana terjadi pemadaman listik, termasuk
Gorontalo. Bahkan pemadaman listik sudah berskala massif dan
intensitas pemadaman makin sering. Muncul joke-joke dimasyarakat,
PLM bukan lagi perusahaan listrik negara tapi sudah menjadi perusahaan
lilin negara, karena kinerja PLN yang tidak optimal, lilin akhimya jadi
laku. Dengan sering terjadi pemadaman disamakan dengan orang minum
obat tiga kali sehari, pagi, siang dan malam terjadi pemadaman. Lalu ada
juga joke yang menyegarkan, kalao mau bayar listrik di PLN, tanya yang
dibayar konsumen itu nyalanya, atau matinya listrik? Biaya sosial lain
vang ditanggung konsumen (baca masyarakat), sekalipun kerap terjadi
pemadaman listrik, tapi biaya tagihan justru melonjak, belum lagi banyak
alat-alat elektronik rumah tangga yvang rusak. Dalam konteks lebih luas,
pemadaman listrik juga akan mengganggu kinerja indusiri nasional.
Infrastruktur listrik yang minim tentu menjadi hambatan serius dalam
kegiatan perekonomian, sebab salah satu variabel penting untuk menjadi
daya tarik investasi, yaitu ketersediaan pasokan listrik yang memadai.
Percuma saja pemerintah ambisius ingin menarik investasi sebanyak-
banyaknya, sementara infsrastruktur listrik sangat minim. Dari kalangan
internal PLN sendiri berulang kali menyvampaikan alasan pemadaman
bergilir, salah satunya karena biaya operasional yang minim, hal yang
sama dikemukakan oleh serikat pekerja PLN, menurut mereka
permasalahan PLMN dan kelistrikan muncul karena adanya kebijakan
direktur kevangan yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk
biaya pemeliharaan sebesar 30-40 persen. Terjadinya pemadaman
bergilir hampir seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT PLN,
melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif
dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini, dan subsidi yang diberikan

pemerintah sangat terbatas. Jadi tidak mencukupi untuk bi
dan investasi yang diperlukan PLN sesuai pertumbuhan

listrik (Kompas Online, 11-12.2009). Jika itu alasannya, apa
fakta di lapangan menunjukkan minat untuk berinvestasi |
kelistrikan cukup tinggi, justru kendalanya lebih banyak de
sendiri, karena mereka berfungsi sebagai regulator da
sekaligus. Dalam aktifitas ekonomi, suatu lembaga selain mo
meranghkap peran, kecenderungannya yang muncul yaitu inefi:

Pro Kontra Amandemen UU Ketenagalistrikan

Masalah kelangkaan listrik sudah dicoba diatasai oleh
dengan diterbitkannya Undang-undang (LI} No. 22 Tahun
tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU tersebut
2004, Alasan pemohon (serikat pekerja PLN) dikabulkan
karena ULl ini sarat dengan muatan alat kampanye ekonomr
menarik investor disektor ketenagalistrikan. MK berpendapat
ini cenderung kurang melindungi kepentingan konsumen (1
karena lebih kuat alasan ekonominya, suatu UL harus mes
UUD 1945, Masalah ekonomi acuannya pada pasal 33 °
diterjemahkan bahwa setiap komoditas yang menguasai |
orang banyak harus dikuasai oleh negara. Alasan pemohon,
22 Tahun 2002 akan menjadikan produk listrik sebagai kom
dapat dikompetisikan, Dampak yang timbul adalah akan 1
tingkat kesejahteraan rakyat karena harga listrik menjadi |
lagi.

Karena ituw kemudian pemerintah melakukan amand
Ketenagalistrikan dan telah disahkan oleh DPR pada tangga
lalu. UL Ketenagalistrikan yang baru memang masih
"liberal”, PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kua
Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU tersebul pemes
pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi regulasi |
ketenagalisirikan. Meskipun bukan lagi pemegang PKLII
BUMMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pe
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namur
tidak sanggup maka swasta akan masuk dan PLN boleh me
proses bisnis B to B untuk menyediakan listrik bagi da
tertentu, Pemerintah berkeyakinan bahwa UU Kelistrikan
tidak akan membebani masyarakat, justru akan membantu me
elektrifikasi daerah-daerah yang kekurangan daya listrik. Bers




Ehononi Unpad Bandung

e reglonnlisasi tarif, asumsinya tarif regionalisasi akan
il ik mengurangi subsidi dan menyalurkan subsidi
IR yang memiang membutuhkan alokasi subsidi,

i pengamnt masalah kelistrikan cenderung menolak UL
I, tpl wubgionsi penolaknnya juga kurang tegas, seperti
Wyn duseniralisnsi pengaturan penyediaan ketenagalistrikan.
Wl Peln diberikan kewenangan lebih besar terutama dalam
Ml ynig smmn dilakukan oleh serikat pekerja PLN mereka
L0, Wi mereka UL yang sekarang secara substansi tidak
il VLD webelumnyn vang dibatalkan MEK. Persepsi yang
Aokl pekerin PLMN, masalah kelistrikan harus ditangani satu
e sampal distribusi), jika dipecah-pecah justru akan
Btk din permaosalahan bary, Selain iw, ada kecenderungan
P (bmngun oleh serikat pekerja PLN, dan tentu saja
il PEN Jiu sendiri dengan disahkannyas UL baru, maka

M

W

"
.y

nelennl disitu, sekarang serikat pekerja PLN tengah
ipinl termasuk menolak pergantian direksi PLN,

il bty masih merupakan asumsi yang kemungkinan dua-
W ki benor. Tapi tergantung dari pelaksanaan dan juga
| s feorltdanyn, Umumnya perusahasn yang terbiasa disusui

Wi Wk mentkmati kondisi i, tidak terbiasa berkompetisi.
N Dbl wauk Jtu pula disubsidi, hingga hari ini belum pernah
PO il (oo profite) tentang PLN, vang ada kerugian terus
e nerakn monopolistik.  Secara teoritik, sebagaimana
pily Wl illvan ini, praktek monopoli pasti akan selalu
Wl Wlsyw wonlal yang tinggi, kurangnya dava saing (kompetisi),
iy _.L._.t.__:.:_ seknrnng yang perlu kita tanyakan kepada vang
Mg VLD v b, mow mereka apa? Apakah akan tetap bertahan
Wlisl sk dun selomanya mau disubsidi? Padahal UU yang
e lebilh terbukn memberikan peran kepada pihak swasta dan
| epulinton,  wayn memakal kata cenderung sebab LU

oy
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ketenagalistrikan yang baru masih memberikan peran yang luas terhadap
PLN dalam kegiatan bisnis listrik. Swasta "belum™ dimungkinkan masuk
terutama di daerah pedesaan jika PLN masih mampu. Itupun swasta masih
dititikberatkan pada pembangkitan, sementara distribusionalnya tetap dalam
kendali PLN. Demikian halnya keterlibatan Pemda dan pemberlakukan tarif
regional ada yang menolak, sementara praktek ini sebetulnya sudah berjalan
lama. Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun 2001 sudah menerabas rigiditas
aturan pemerintah pusat (Kepres) tentang TDL, sebagai antisipasi seringnya
pemadaman di kota im, kemudian Pemkotnya berusaha menaikkan TDL.
Status PLN cabang kemudian dirombak menjadi anak perusahaan PLN vang
hingga saat ini terus mendapakan profite. Hal vang sama dicoba dilakukan
oleh Pemkot Palu dengan berupaya mendatangkan investor dari China untuk
me¢mbangun PLTL, perusahaan ini telah berjalan beberapa tahun. Pada awal
pengoperasiannya, para stakeholders (Pemkot Palu dan pemilik perusahaan)
cukup lelah menunggu izin operasional dari PLN. Setelah berjalan beberapa
tahun, PLTU ini tidak optimal, sebab harga pembelian PLN dianggap terlalu
murah (Rp. 505 kWh) harga /kWh yang ditawarkan oleh perusahaan minimal
Rp. 550 kWh untuk tetap bisa survive, tapi PLN tetap kewkeuh pada harga
pembeliannya. Pemkot Palu dan Pemrov Sulteng sudah beberapa kali
melakukan mediasi antara PLN dan PTLU tetap mengalami jalan bunto,
bahkan sudah dibawa ke pemerintah pusat, tapi sepertinya PLN memiliki
kerajgan sendir, yang tidak mau patuh terhadap saran-saran pemerintah.

Dari kapasitas terpasang PLTU Palu schetulnya kebutuhan listrik dapat
terpenuhi secara minimal, akan tetapi yang saya tangkap justru memang PLN
kurang memberikan apresiasi terhadap keberadaan PLTU tersebut, justru
mereka mengusulkan kepada Pemrov Sulteng agar membeli PLTU i,
kemudian PLM yang akan mengoperasikannya Jika tidak, untuk
mengantisipasi pemadaman bergilir yang terus terjadi di Kota Palu dan
sckitarnya ada usulan untuk membeli genset baru, Saya patut menduga, jika
PLN berpikir tentang kesejahterman masyarakat, karena memang BUMN
dibentuk membawa misi sosial bukan hanya orientasi profite, kenapa
keberadaan PLTU di Palu tidak dioptimalkan, malahan cenderung “dirusak”
keberadaannya oleh PLN it sendiri, atau justru kenapa PLN lebih suka
memakai gensel ketimbang membeli daya dari PLTU. Tidak salah kemudian
saya beranggapan, jika daya dibeli dari swasta maka peluang manipulasi
makin sedikit, sebaliknya jika menggunakan genset, maka subsidi akan terus
jalan, artinya biaya subsidi itu bisa “diatwr™ pengunaannya untok kepentingan
orang PLN.

Pemadaman listrik cukup memprihatinkan, pelaku industri pun kerap
mengeluh dengan kondisi ini. Program 10.000 mw vang sudah dibangun oleh
pemerintah yang dulu dikomando oleh JK untuk sementara belum dapat

Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN (2)

diharapkan mengatasi kelangkaan pasokan listrik, awalnya ditarg
beroperasi tahun 2009 bergeser ke tahun 2010. Sementara p
pasokan listrik dan energi jangka panjang belum ada blue prins
terutama pemanfaatan sumber energi (gas dan batu bara). Ke
energi ini pasokan untuk pasar internasional lebih diprioritaskan
pasar domestik. Hal yang sama program biofuel yang pernah
oleh pemerintah yang bersumber dari tanaman pohon jarak, justr
Anti klimaksnya muncul skandal "blue emergy” vang diprakars
khusus presiden, ternyata pepesan kosong.

Pemadaman listrik juga mencerminkan ironi, sebab pada umum
lumbung energi juga mengalami pemadaman vang intens, ini mo
bahwa PLN tidak bisa diharapkan sendirian menyediakan listrik. |
UL ketenagalistrikan yang baru harus disambut dengan bai
masyarakal terus mengawasi pelaksanaannya. Peran swasta atau

dalam penyedinan energi listrik harus terus didorong, disa
diharapkan PLN membenahi diri karena peluang kompetisi m
dalam UU yang baru. Bagi kita, dengan terbukanya pemain be
monopoli yang memang terbukti tidak menguntungkan semua
terhapus, Kekuatiran munculnya biaya tarif lstrik akan semakin 1
beralasan, justru disitulah pentingnya peran pemerintah baik pus
dacrah membuat regulasi penetapan tarif melalui kebijakan floor
ceiling price. Jika serikat pekerja PLN menolak UU ketenagalis
baru, pertanyasnnys mereka membela siapn, masyarakat atau k
monopoli yang mereka nikmati puluhan tahun?

Kaitannya dengan pembenaban PLN, pemerintah melalui K
BUMN akan melakukan perombakan direksi PLM. Lagi-lagi seril
PLN menolak rencana ini, termasuk menolak direksi dari lua
serikat pekerja PLN ini tidak sadar jika PLN adalah BUMN milik
{pemegang saham), pemerintah memiliki kewenangan untuk mel;
Selain itu, tidak ada UU yang melarang orang luar PLN menjs
Orang luar yang memimpin PLN memang bersifat hipotetik, ke
sukses atau gagal, tapi hal it perlu dilakukan sebab telah bert
orang internal yang memimpin PLN kinerjanya tidak lebih baik. |
schagian besar BUMN yang berkinefja baik, justru jarang dipi
orang dalam, tapi dari kaum profesional yang terkadang tidak ses
bidang yang digeluti. Anehnya lagi, serikat pekerja PLN berangga
bisnis PLN orang internal PLN yang paling tahu, lagi-lagi kita pat
bukankah selama ini PLN dipimpin orang internal PLN sendiri, 1
tetap buruk? Intinya, penolakan UU Ketenagalistrikan yang

penolakan calon direksi PLN dari luar oleh serikat pekerja PLN cu
Pertanyaan saya makin bertambah, serikat pelerja PLN menjalank
siapa? Wallahua fam!!,
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jikan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran
dan belanja negara. Dalam APBN-P 2010, pemerintah

jenerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau
| pulok terhadap APBN sekitar 78 %, Pajak sekaligus sebagai
lstriment flskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan.
{maan dari pajak sebagai gambaran langsung terhadap
pengelunran pemerintah (government spending). Government
teniu diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi
ik belunja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan
P pidn kenyataanmya setiap tahun APBN kita meningkat
menunjukkan government spending juga naik. Makin

i government spending maka sumber penerimaan negara
palak) terus didorong dan target penerimaannyapun terus
. Wonsealnys, pemerintah akan terus menambah basis pajak
If parn wajib pajak. Upaya untuk menambah basis pajak dan
willb pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan
il madin. Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari
plebtronika maupun cetak “hari gini gak bayar pajak, apa kata
“hayar pajak dan awasi penggunaannya” seolah menjadi menu

i Ml sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun 2009 direktorat
ibeilikukan penghapusan biaya (sunsef policy) pengurusan
lugl wa)lb pajak. Turunan dari kebijakan sunser policy juga
Wi kolonggaran bagi masyarakat yang hendak bepergian
Wbgeil yang akan dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini
upbesar Rp, 2.000.000,/keberangkatan. Kebijakan sunsel
beiijunn untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak
piillikl NPWP. Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis
liiya yong dipungut oleh pemerintah sifatnya “memaksa”,
Wennksn karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik
Iniigniing  diberikan  kepada wajib pajak. Dengan stalus
wi” tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk
| wiman-urusan publik, masyarakat harus memperlihatkan
whayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pemebayaran
Wi, atan masih menunggak, umumnya si wajib - pajak
whwit  mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa
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pemerintah bersifat “memaksa™ untuk memungut pajak? kKarena
niscaya hampir semua individu ‘maupun badan tidak ada yvang mau
bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifainya wajib dan “memaksa’
masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak.

Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku
dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan mewsjibkan
orang pribadi untuk memiliki Nomaor Pokok Wajib Pajak (NPWF)
secbagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Awalnya, kewsjiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditsati oleh
sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai
dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru
sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun
2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang (Portal
Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk
memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada
keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di
kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba
saatnya untuk melaporkan Kkewajiban perpajakannya melalui SPT
Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap
menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau
badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan
self assessmemt system, Dalam self assessment spstem, negara
{pemerintah) memberikan kepercayaan sepenubnya kepada masyarakat
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran
serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk
pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem
ini memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada
korporasi-korporasi.

Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam
konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak,
peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah
kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi
maupun modernisasi pajak dan kepabeanan dalam negeri. Sedangkan
untuk meminimumkan resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus
melakukan reformasi birckrasi dengan menerapkan remunerasi
(perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji
pegawai di direktorat pajak untuk golongan I11 A gaji pokok dan
tunjangan totalnya sekitar Rp. 2.5 juta, kemudian renumerasi Rp, 8.2
juta! bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang

Hari Gini Bayar Pajak, Apa Kata Dunia?

penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari tahun
kesadaran masyarakat untuk membavar pajak terus tumbuh,
Kendati demikian, masyarakat vang bersusah pavah memba
kembali membuncahkan apriori dengan munculnya kast
Tambunan seorang petugas pajak golongan 11 A n
penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta memiliki rekes
mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar, Dengan jumlah
disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sehesar |
mewah harga miliaran plus kendaraan mewah, Kasus ini diya
berdiri sendiri, Gayus bukan single actor boleh jadi komplol
wajar muncul gerakan sosial untuk memboikot bavar paji
pihak direktorat jenderal pajak melakukan defence bahw
Gayus bukan cermin dari pegawai pajak secara keselurul
logika masyarakal tidak serta meria menerima argumentasi
masyarakat makin yakin bahwa kasus kerupsi tidak mungkis
oleh seorang Gayus pegawai golongan 111 A, Pegawai “rend:
seperti itu, apalagi pegawai vang lebih tinggi, harla mantal
dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar vang menuruinys ada
mungkin termasul cerminan itu,

Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai
lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat, Kasu:
Rp. 25 miliar sudah lama diendus cleh PPATK dan bahb
empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kasus ini b
mencual tatkala Susno Duadji menvanyikan lagu sendy
panggung habes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayu:
penggelapan, money laundry dan korupsi. Belakangan mone
dan korupsi “tidak terbukti” dipersidangan sehingga uang RP,
disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa. Nyanyian sendu Sus
vang dianggap scbagai nista terhadap lembaga polri justn
pembuka kotak pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar it
penub keanehan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri
Apung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening
bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan °
sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini tidak akan diketahui ol
Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan sampai b
sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline “hari
bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi “hari gini ba
apa kata dunia?” kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharus:
hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungut
perlu diawasi karena disinilah titik rawan dikorupsi.

e T




Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian

hallimt “makelar” beberapa bulan terakhir ini menjadi
helsr dalom pandangan ekonomi dapat diartikan agen
Wilain slatem jual beli keberadaannya sesuatu yang lazim.
b meminimalisasi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh
Binnsl, makelar diperlukan, sebab seorang makelar biasanya
Wikl yang lebih lengkap dibandingkan dengan calon
lar fentunya berperan bukan sebagal voluniary, pasti ia
gapectation untuk setiap transaksi, seperti makelar
, roperty dan lain-lain. Biasanya makelar dalam kasus
shait mendapatkan fee dari kedua belah pihak, baik dari
il pembeli. Dalam jual beli barang dan jasa dengan
i (makelar) tidak ada yang salah, bahkan baik. Kendati
i hlnsanya bukan pekerjaan pokok, tapi sebagai side fob
Whipan pkonomi seorang makelar biasanya relatif sejahtera.
wkelar Inl sudah diadopsi diberbagai lembaga publik, jika
dengan lembaga-lembaga publik pasti akan selalu
deiigun mereka, bahkan keberadaannya hadir disetiap sudut
publik, mulai lahir sampai mati akan berhadapan
Makln besar diskresi lembaga publik, makin banyak pula
i, dan imbalan hasil kerja makelar pun makin besar.
Wi divkresi yang dimiliki sekaligus dapat dijadikan
ihan, npalagi jika seseorang bermasalah. Setidaknya
[ miblik yang memiliki diskresi berpotensi melahirkan

. penidangan kita pasti tertuju ke lembaga kepolisian,
i pengadilan. Trio lembaga penegak hukum ini berada
. h#wun Cisyus Tambunan salah satu cermin yang tidak
loh slopapun keberadaan makelar di lembaga publik.,
pwalityn ketiga lembaga ini melakukan difence bahwa di
o Udak midn makelar, vang sebetulnya mereka sangat paham
I 10l wiln, boik  yang ada di dalam maupun dari luar
punnggu pelayanan publik. Hal ini diperkuat dari hasil
151 internasional indeks pelayanan di lembaga
peap buruk.
wkelai i lembaga publik tentu sangat merugikan banyak
i I bervion dengan korupsi dan penyuapan, tetapi
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menghilangkan mereka bukan perkara gampang. Makelar yang berasal
dari luar, tentu dapat diminimalisasi, tapi orang dalam yang berfugas
memberikan pelayanan yang merangkap makelar sulit untuk
dimusnahkan. Pada beberapa kasus, petugas yang merangkap makelar
juga dibutuhkan oleh masyarakat, ada simbiosa mutualisme. Tapi
perilaku masyarakat seperti itu muncul karena proses pelayanan di
lembaga publik cukup rumit dan berliku. Prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas dan efisiensi belum melembaga, publik pun mencari jalan
pintas dengan menggunakan jasa makelar. Bagi yang memiliki jaringan
dan uang teniu bukan hambatan, bagaimana dengan golongan rhe have
not, pasti akan dirugikan.

Dalam konteks lebih luas, red tape birokrasi yang panjang di lembaga
publik menimbulkan ketidakpercayaan di lain sisi, pada sisi lain akan
menciptakan ekonomi biaya tinggi, Ketidakpercayaan terhadap lembaga
publik, akan menimbulkan apriori sehingga perilaku moral hazard akan
selalu timbul. Penyelundupan, pengemplangan pajak, maupun kegiatan
illegal lainnya salah satu cara untuk menghindari keruwetan sistem
pelayanan yang tidak efisien.

Bahkan hal ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia sistem
pelayanan birokrasi menciptakan ekonomi biava tinggi dan
ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu gciractiviness of imvesiment,
Kendati aliran modal masuk ke Indonesia untuk triwulan pertama tahun
2010 cukup tinggi, tapi lebih banyak di sektor keuangan. Sementara
untuk sektor riil masih tetap minim, alih-alih untuk menarik investasi
mempertahankan investasi yang ada cukup berat. Derasnya aliran modal
di sektor keuangan masuk ke Indonesia terutama diakibatkan tingkat
suku bunga di luar negeri cukup rendah, di bandingkan dengan
Indonesia. Mamun sektor kevangan cukup rentang dan sensitif terhadap
variabel non ekonomi, sewakiu-waktu modal itu dengan cepat mengalir
keluar, disisi lain bersifat noniradeable dampaknya terhadap penyerapan

tenaga kerja sangat rendah.

Tidak dipungkiri pemerintah sudah melakukan berbag,
pembenahan birokrasi, memberlakukan sistem remunerasi pad:
penerima dan pengelola vang, tapi hasilnya belum memberika
secara signifikan. Makelar di direkiorat pajak masih banyal
kasus-kasus abuse of power di bidang perpajakan satu pers
muncul kepermukaan. Penerapan sistem remunerasi di Direkt:
dan Mahkamah Apgung pada akhirnya diragukan banyak pihal
mereka sudah diberikan gaji yang lebih dari cukup tapi sifat
tamak tetap saja. Belum lagi jika dihitung, reformasi birok
dilakukan di Depkeu menggunakan dana pinjaman, artinya ra
harus membayar utang itu. Pada saat yang bersamaan |
remunerasi menciptakan sistem kasta kepegawaian, seolah
departemen lain kastanya lebih rendah.

Banyaknya makelar bercokol di lembaga publik juga me
ketidakpastian pemberian layanan, baik dari segi waktu maug
Kondisi seperti ini sangat tidak disukai bagi pelaku usaha, |
ruang publik pun makelar juga hadir, jika anda ke termin:
menggunakan jasa angkutan pasti akan berhadapan dengan
sesungguhya juga makelar, bagi kita kehadiran calo kerap leb
tidak mengenakkan ketimbang membantu. Dalam pada itu,
lembaga publik yang banyak makelarnya, produk barang dan
dihasilkan pasti tidak optimal. Mungkin hampir semua pelaku u
pernah berhubungan dengan lembaga pemerintah, baik pusa
daerah budaya setoran pemah dilakoni, hal ini dilakulkar
kompensasi mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, pels
(tepatnya) kontrakior sudah barang tentu berorientasi profit
selalu memaksimalkan utilitasnya. Bagian yang distorkan ke pa
memberikan pekerjaan maupun lembaga politik yang mengaw
mereka ini menjalankan fungsinya sebagai makelar, tentu di
pada anggaran pembelian barang dan jasa, dalam teori ekonon
acces burden, artinya produk yang dihasilkan tidak sepenuhn
ada beban anggaran tambahan, atau setidaknya kualitas pro
dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ap:
membiarkan makelar tetap hadir di lembaga publik?
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A0 pobetulnya membuka harapan baru bagi masyarakat
W DIPR R yang terpilib lebih 60 % muka baru yang masih
pendidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat
Kuteni mercka yang dipilih belum banyak “terkontaminasi”
ki korup, mesum dan pemalas, Saya mencatat, puluhan
PN periode lalu “berhubungan” dengan KPK karena
hisiin wuap, ada suap di perhubungan, kehutanan, pemilihan
lews g gambar mesum oknum anggota DPR setidaknya ada
Midoy musuk kantor, dan malas mengikuti sidang-sidang
b, hoblnsoan studi banding yang tidak memberikan nilai

i DIPR RI periode sekarang tidak jauh beda perilakunya
pebielumnya, yang hanya mengutamakan kepentingannya
fmiyarakat umum, hanya modusnya tidak mirip untuk
puimaninatnan  anggaran (budger). Mungkin belajar dari
slilumnyn yang banyak ditangkap tangan oleh KPK karena
Wbngnl (imbalan dari “kerja keras™ mereka mengegolkan
uh. DIPR periode sekarang ini belum cukup setahun bekerja
iynk kontroversi terkait dengan penggunaan Budget,
lomputer super mahal, mesin faximile, vang legislasi,
novasi rumah jabatan yang melonjak-lonjak (Rp. 445
W Mudl banding, usulan biaya pembangunan gedung DPR
W LW triliun), pengesahan anggaran setiap komisi tanpa
program yang jelas (Rp. 2 Triliun), terakhir usulan
W napirasi konsituen dapil (daerah pemilihan) sebesar Rp.
i llewnn,

| Wsilen inl agar setiap anggota DPR memperoleh dana
Bepir Itp. 15 Mforang/dapil, dengan alasan pemerataan
Wi sl tidak tepat. Bila usulan ini diterima pemerintah,
| pwineratann tapi masalah baru yang muncul, asumsi saya
W membunt ketimpangan baru antar wilayah. Tegasnya,
Winlaan dengan mengucurkan dana berdasarkan dapil sangat
| wywalizing rransfer, formala DAU saja yang diasumsikan
wwinh ketimpangan fiskal dan pembangunan belum
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memberikan hasil yang optimum, apalagi dengan menggunakan formula
pembagian dana berdasarkan dapil.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang
paling banyak dapil, serta beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali
akan mendapatkan kucuran yang lebih banyak karena penduduknya lebih
besar. Provinsi Jawa Barat ada 11 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 82
dengan jatah Rp. 15 M, berarti ekuivalen dana mengucur ke provinsi ini
sebesar Rp. 1,23 triliun, Jawa Tengah 10 dapil jumlah kursi 78 berarti
akan mendapatkan jatash Rp. 1,17 triliun, dan Jawa Timur 11 dapil
dengan jumlah kursi sebesar 87 setara dengan Rp. 1,305 triliun. Berarti
tiga provinsi ini sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,705 triliun.
Jika dikalkulasi lebih lanjut, dengan memasukkan provinsi lainnya di
Pulau Jawa, DK Jakarta ada tiga dapil dengan total kursi sebanyak 21
akan kebagian dana konstituen Rp. 315 M, Provinsi Banten tiga dapil
dengan jumlah kursi 22 akan mendapatkan dana sebesar Rp. 330 M,
Yokjakarta memiliki delapan dapil jatahya sebesar Rp. 120 M,
memasukkan Provinsi Bali dengan jumlah kursi Sembilan, berarti akan
mendapat jatah sebesar Rp. 135 M. Total jatah dana konstituen ini untuk
provinsi di Jawa-Bali sudah menyedot Rp. 4.705 triliun, lebih separuh
anggaran yang diminta sebesar Rp. 8,23 triliun/tahun. Selama lima tahun
total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 42 triliun.

Bagaimana dengan kondisi di bagian timur Indonesia? Provinsi Papua
dan Papua Barat dengan wilayah yang cukup luas dan infrastruktur yang
burak jumlah kursi 13 hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp. 195 M,
Sulawesi Utara dan Tengah masing-masing enam kursi berati
mendapatkan jatah per provinsi Rp. 90 M. Gorontalo, Maluku Utara,
Sulawesi Barat masing-masing tiga kursi hanya mendapatkan Rp. 45 M.
Provinsi-provinsi ini ditinjau dari aspek apapun jauh tertinggal dari Jawa-
Bali. Dari kalkulasi saya, dana yang menggelontor ke Jawa-Bali akan
makin memperparah ketimpangan dengan provinsi lainnya di Indonesia,
terutama bagian timur,

Lalu logika apa yang dipakai para pengusul dan inisiator dana aspirasi
konstituen dengan mengasumsikan dana ini untuk pemerataan
pembangunan? Pemikiran dari mereka ini sangat inkonstitusional, sesat,
bertentangan dengan UU Ne. 33/2004 tentang perimbangan keuangan
pusat-daerah, UU ini menegaskan perlunya equalizing transfer. Daerah
yang kapasitas fiskalnya rendah akan diberikan transfer lebih tinggi,
sementara dengan menggunakan ukuran dapil justru ketidakadilan yang
dipertontonkan karena daerah-dacrah yang kapasitas fiskalnya besar

Sesat Pikir, Permintaan Dana Aspirasi Konstituen

mendapatkan jatah lebih besar, ketimbang daerah yang
fiskalnya kecil, sehingza makin tidak mengatasi
Sfiscal imbalance. Disamping itu dana aspirasi konstituen
overlapping dengan dana otsus Aceh dan Papua, atau dana |
pembangunan yang diberikan ke Sulawesi Tengah.

Tidak itu saja, potensi melanggar berbagai UU sangaat terbu
UL Mo, 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1200
Perbendaharaan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintaha
Bahkan konstitusi negara (UUD 435), karena DPR sudah me
fungsi eksekutif, kendati fungsi budgeting juga melekat pad
tapi bukan mereka yang menentukan anggaran,
kewenangannya hanya “mengoreksi®, menyetujui atau tidak
yang diusulkan eksekutif. Kendati usulan anggaran ity diti
kementerian, tapi ini namanya mensiasati dan mencari ce
melakukan praktek-praktek yang tidak benar,

Fraksi Golkar sebagal inisiator tetap tak bergeming dengan v
mereka menganggap hal vang wajar, bahkan dalam pandan,
Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI) dari Golkar merasa sull
DPR jika tidak ada dana pembinaan untuk membina konstitue
umum kita, dalam era perpolitikan yang terbuka dan persair
ketat itu resiko menjadi politisi, berpolitik memang mahal 1
menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kelangsun
politik orang per orang, Pemerintah sudah memberikan anggar,
setiap parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, dari seg
Juga kurang tepat. Alasan lain yang dikemukakan untuk men
usulan anggaran konstituen, karena banyaknya infrastruktur v
di daerah dan serapan anggaran yang tidak maksimal di ken
kemudian setiap tahun silpa besar. Harusnya disinilah fungsi pe
legislatif diperkuat, bukan meminta dan menitipkan di kemente
setiap saat dapat dicairkan (semacam voucer) atas permintaar
dewan untuk membenahi infrastruktur.

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan
tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan pelua
antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan. Dengan men
anggaran negara, para anggota legsilatif ini dengan mudah
mengklaim keberhasilan pembangunan di daerah sebagai jerih
sehingga ia tetap layak untuk dipilih untuk periode berikutnya
para incumbent ini menanam “investasi politik” dengan me
oratis (free riders),
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WL Rsinenterlan Dalam Negeri (Kemendagr!) menunjukkan sekitar
Al anom baru dianggap gagal menjalankan desentralisasi. Dari
_—. firalisasl flskal memiliki beberapa sasaran umum, terutama

A meryahutl aspirasi daerah berkaitan dengan penguasaan
L WM heubngan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan
e Piwrintahan daerah, 3} meningkatkan partisipasi masyarakat
A pinbangunan daerah 4) mengurangi disparitas antar wilayah,
Wisulnrggaranya pelayanan publik minlmum disetiap daerah,

Mikan kesejahteraan masyarakat umum.

BN Il Vi tercapal maka asumsi saya dikategorikan daerah gagal
i Weanniralisasl. Merujuk pada sasaran itu, jangankan daerah
W Wiskarkan, daerah yang masuk kategori sudah lama, bahkan
ARIEAN desentralisasi belum berjalan optimal. Banyak hasil studl
HPRIkiNt bahwa makin meningkat peranan transfer dari pusat
Wil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
AU Mahl (2005) menunjukkan bahwa selama tahun 2001 =
Il FAIY terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD
WHIN Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin
i total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi
NI ranen mekanisme transfer darl pemerintah pusat melalui
WNISIgAn. Dolam beberapa tahun berjalan desentralisasi fiskal,
UMIIRE darl pusat terhadap penerimaan daerah masih yang

il dengan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan
CARTHRHRE jriaat masih tinggi (Adi, 2006), Hasil penelitian Susilo dan
i WA memperkuat kecenderungan tersebut bahwa kemandirian
i fiakin membaik, malah sebaliknya yaitu ketergantungan

[ fiefer darl pusat menjadi semakin tinggi. Hal yang sama
ngah, selama pelaksanaan otonomi daerah sebagian
Wl banham kapasitas fiskalnya masih rendah, PAD masih minim

..—.i

1 Ay

I_-__...___:_;._.__E:n_.._._Hﬂﬁuﬁﬂmm_.:uﬂmuauh:m:n:uﬂmﬁnm:_
-.._...:._____.___iu.aa_”__m:n_._:w:%:,qm..:m::ﬁmrm:.mmamim_ﬂ:E__
ul WY bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan

h 0 ihinami lebih berpengaruh di daerah pusat bisnis dan daerah
Hinhmidinya alam dibandingkan dengan daerah-daerah yang

_l- WAL bl dan daerah  yang  minim sumberdaya alam,
i HRAR wppwitl Itu, semestinga selain mendorong peningkatan
W ineannan lebih fokus pada kegiatan ekonomi produktif,
¢ Niltong, 11 1o 200

Memotret “Prestasi”

kapasitas perekonomian daerah, diharapkan kemampuan merumuskan
Apalagi daerah yang baru dimekarkan, fokus dan sasaran pembangunan
terutama pada perbaikan dan pembangunan infrastrubdur untuk pelayanan
publik, sekaligus memberikan dampak ekonomi luas bagl masyarakat.
Apalagi asumsi dasarnya melakukan pemekaran untuk mendekatkan
pelayanan. Salain itu mendorong percepatan pembangunan, karena selama
ini daerah Induk dianggap kurang memberikan parsi perhatlan, sehingga
disparitas wilayah makin melebar.

Tapi mungkin itu teralu ideal, karena tidak dapat dipungkiri motif
pemekaran wilayah tidak sekedar bagaimana melakukan percepatan
pembangunan, mendekatkan pelayanan. Justru sebaliknya banyak daerah
baru, bukannya pelayanan publik makin membaik, sebaliknya makin
amburadul, Dampaknya bukan hanya terhadap makin memburuknya
pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak pada
dunia usaha., Banyak kasus pemekaran wilayah lebih didorong untuk
menjadi pembury rente (rent zeekers) dan pemburu jabatan f{job zeeker).
Wilayah baru pasti akan banyak kotak jabatan vang perlu diisl, disamping
perangkat pendukung pemerintah di legislatif atau lembaga negara yang
bersifat independen. Dengana jabatan itu akan mengikut tunjangan dan
fasilitas kendaraan, nilainya ratusan juta rupiah, yang tidak memberikan
dampak secara langsung terhadap masyarakat. Para elit lokal jauh lebih
memilikl kepentingan ketimbang masyarakat untuk sebuah pemekaran.
Apalagi jika SDM birokras! tidak mendukung, padahal semestinya jauh lebih
penting, pemekaran tidak sekedar melihat potensi 50A, akan tetapi
kesiapan SDM birokrasi sangat menentukan,

Kesulitan yang kerap dihadapi daerah baru, yakni pengisian |abatan eselon-
eselon. Karena itu tidak mengherankan SDM  birokrasi daerah baru
kebanyakan di drop darl pegawai provinsi, kabupaten/kota tetangga. Sudah
barang tentu, pegawai yang didrop itu kinerjanya yang tidak terlalu baik,
atau yang sudah menjelan pensiun. Selain ity menggast dari BUTU-guru,
karena darl segi kepangkatan mereka memenuhi syarat, Adigium dalam
dunia birokrasi the right man and the right job terasa sulit terwujud, atau
bagalkan pungguk merindukan bulan. Ada potret kecil yang ingin saya
tunjukkan. Salah satu kabupaten di Gorontalo, kepala bagian hukurmnya
bergelar sarjana ekonomi, kepala Bappedanya bergelar 53 disiplin llmunya
teknologi pendidikan, lebih aneh lagi kepala dinas Pl-nya sebelum masuk
dijajaran birokrasi adalah guru sejarah, melanjutkan pendidikan magister
hukum,

Asumsi saya tidak Jauh beda dengan Kabupaten Sigl, kabupaten paling
bontot di Sulawesi Tengah. Baru berselang beberapa hari memperingati hari

Daerah Pemekaran Sigi Biromaru

Jadinya yang kedua sudah meraih banyak “prestasi”. Dalaj
SDM birokrasinya juga menjadi masalah krusial, teru
perencanaan fisik dan anggaran. Bagaimana mungkin, ka
menumpang, kantor-kantor SKPD sami mawon, masyar
kategori prasejahtera masih  banyak. Tapi hebatn
dikedepankan pembangunan taman, tugu dan trafic Nght
miliaran rupiah. Secanggih apapun teorinya, untuk memb
ini rasanya sangat sulit mencar korelasinya terha
pelayanan publik, apalagi untuk meningkatkan kesejahtera:
Belum lagi kita dikagetkan dengan biaya perjalanan dina
kabupaten ini selama tujuh bulan sudah menghabiskan ar
(Radar Sulteng 11/8/2010). Dugaan saya pun PAD kabups
wilayahnya 70 % merupakan hutan lindung belum me
Artinya, vang perjalanan dinas itu sebagian besar diambil ¢
dari pusat yang semestinya sekitar 40 % digunakan t
pembangunan. Saya termasuk orang yang tidak yakin b
dinas yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Sigl
mengoptimalkan menarik dana dari pusat, atau menarik da
Bagl daerah baru, paling mungkin diharap investasi atau |
pemerintah, sementara investasi swasta masth sangat sulit.
rasional, kalau hendak mengeluarkan uang hitungannya an
hanya melihat potensi ekonomi semata, akan tetapi
menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Umumn
regulasi terkait dengan investasi belum ada, apalagi infrastr
masih minim, tenaga kerja dan kondisi sosial politik belum
Kecenderungan para investor mencari wilayah yang suda
Kondisi Investasi saat ini masih didominasi pada
(pertambangan), serta arus modal yang masuk ke Indon
money pada sektor keuangan (non trodeable). Karena itu s
disiang bolong menghabiskan Rp. 10 M untuk perjalanan din
menarlk Investasi ke Kabupaten Sigi. Daerah pemekaran 1
kita menyebut untuk kepentingan para elit lokal. Alih-ali
pejabat bupati akan membereskan postur birokrasi das
perangkat daerah, justru hanya dijadikan sebagai batu
menjejal jabatan lain dengan bertarung di Pemilukada Ke
menggandeng salah satu kepala dinasnya. Baru berusia du;
bupatinya pun sudah dua orang. Rangkaian tulisan ini seks
menggambarkan  prestasi  Kabupaten  Sigi, SEMoga
Wallahua'fam!!




Redenominasi Rupiah, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?
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sibiilan Darmin Nasution menduduki Jabatan Gubernur
4, dudah melakukan “gebrakan”. Diawal kepemimpinannya,
I (W) skan melakukan redenominasi mata wang rupiah,
hallan redenominasi ini sudah lama dilakukan oleh BI, jauh
( piln Nasution masuk Bl Terminologi redenominast terasa kaku
Wiihg Indonesia yang terbiasa makan nasi, tapl bahasa
yullu  menyederhanakan pecahan uang rupiah atau
Ml Angka nolnya sebanyak tiga digit (000}, tanpa mengurangi
Bl mangurangl nilainya berarti sanering. Praktik sanering, nilai
il sehingga dapat membuat masyarakat menjadi miskin. Tapi
4l alem Implementasinga bisa saja terjadi sonering jika
Wi myarakat tidak utuh,
8 dliaannyae Bl melakukan redenominasi? Berdasarkan kajian B,
liga iata uang rupiah dihilangkan tiga angka nol. Ini didasarkan
Wllsl, [limlah angka rupiah dianggap terlalu besar, hanya kalah
; Ay Vietnam (Dong). Satu lembar Dong sebesar 500.000.
Ml yang banyak dianggap merepotkan untuk melakukan
Wi I darl aspek keamanan dimana nominal rupiah sepert]
i membawa sejumiah vang puluhan juta, rasa aman sangat
! I Al Aetiduknya akan merepotkan bagi yang mencairkan, atau
b ieiyetor uang di bank dengan jumlah pulubhan juta. Apalagi
_.. fah  milsran, memerlukan tas atau koper yang dapat
Wiampokan,  Akan lain  halmya  Jika rupish  sudah
A, madkipun neminalnya besar akan tetapl membawanya
il I, Larl sl pencatatan akuntansi keuangan, juga merepotkan
Wi menulls Jumlah angka (nol) yang berderet-deret cukup
Buisip 1l ldwal, yang digulirkan oleh Bank Indonesia, sangat
(M lnkukan transaksi.
W pinah melakukan redenominasi ruplah pada zaman orde
Wik Indonesia masa itu Syafrudin Prawiranegara. Implikasi
i Wil ksbijakan ini melonjaknya inflasi, selain diakibatkan

-,
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dengan praktik Bl melakukan pencetakan uang. Juga ada kecenderungan
masyarakat enggan memegang uang cash, lebih memilih barang.
Dampaknya, harga-harga barang melonjak tajam. Pengalaman ini pula yang
pernah dialami oleh Zimbabwe. Hyperinflasi terjadi, harga sepotong
hamburger bisa mencapal jutaan dolar Zimbabwe. Para pengusaha
semestinya menerapkan sesuai praktik redenominasl, akan tetapi justru
harga barang Rp. 1.000 persatuan pecahan lama, semestinya menjadi Rp.
1,- persatuan pecahan bary, Justru ia menetapkan harga Rp. 1,- persatuan
pada pecahan baru, Kondisi Ini sangat mungkin juga terjadi di Indonesia jika
soslalisasi dan aturan kedisiplinan untuk melakukan redencminasi tidak
dijalankan dengan ketat.

Kedepan jika redenominasi ini berjalan, dalam jangka pendek akan
tetap mempengaruhi kondisi inflasi yang diakibatkan dari efek ekspektasi.
Masyarakat kebanyakan memberikan ekspektasi atau apresiasi yang
cenderung negatif, karena mereka akan memahami nilai nominal uang akan
menurun atau dikurangl (sanerfng). Mereka beranggapan bahwa uang yang
jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian dipangkas tiga nolnya (000)
menjadl angka 1.000, sementara uang Rp. 1.000, berubah menjadi Rp. 1..
luga dalam Jangka pendek berdampak terhadap investasi, dengan
pemahaman yang hampir sama, nilai asset akan menurun yang dimiliki oleh
Investor. Selain juga kemungkinan rational ekspectation muncul,
masyarakat yang rasional akan mengantisipasi terjadinya inflasl berupa
tindakan pengurangan Jjumlah uvang yang mereka pegang dalam
membelanjakan kedalam bentuk barang riil.

Mengurangl angka dalam jumlah rupizah, tidak berarti kerepotan akan
tereduksi dengan sendirinya, jika bentuk materi uang tetap sama, misalnya
uang pecahan Rp. 100.000,- akan menjadi Rp. 100,- artinya bentuk uangnya
tetap sama yakni satu lembar, yang dikurangl cuma angkanya saja.
Terkecuali redenominasi dilakukan atau mencetak uang dengan pecahan
nominal yang lebih besar, misalnya satu lembar nilai nominalnya menjadi
Rp.500,~flembar. Pemahaman orang Bl dan masyarakat tentu sangat jauh
berbeda. Karena itu butuh waktu jangka panjang melakukan sosialisasi,
tanpa sosialisasi dengan balk juga akan mengacaukan sistem transaksi bagi
masyarakat. Harga barang yang tadinya Rp. 1.000.000, kemudian dalam
transaksi akan mendapatkan vang dalam bentuk Rp. 1.000., meskipun itu
nilal tetap sebesar satu Juta, akan mempengaruhi persepsi mereka, Belum
lagi transaksi dalam bentuk wvalas jelas merepotkan masyarakat,

apalagl jika nilal tukar tidak stabil dan kecenderungan inflasi unty
ke atas. Pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau Rp. 1.000,
nolnya tiga tinggal menjadi dalam bentuk pecahan baru sebes
Bagaimana kalau harga barang itu Rp. 250,- pecahan lama? Ini by
Indonesia kemungkinan akan menerbitkan lagi uang dalam b
seperti zaman revolusi, karena sudah barang tentu tidak sem
harganya bulat-bulat Rp. 1.000-. Juga syarat sebuah neg
melakukan redenominasi mata vangnya paling tidak tingkat i
rendah, ekonomi dalam kondisi steody state dan dukungan p
kuat. Masalah inflasi memang masih teriaga di bawah dua digit,
dapat dijadikan sebagai patokan bahwa perekonomian kita suda
Daya bell masyarakat masih cenderung terus menurumn, seiri
makin melambungnya harga-harga bahan pokok,

Turki dan Rumania mungkin termasuk negara yang rel;
melakukan redenominasi mata uang, itupun dilakukan dalam w
panjang. Dari segi konsep sangat balk, akan tetapi dibutuhkan v
lama dan sosialisasi yang memadai. Sebab Indonesia (pemerint
cekatan menggagas dan mengambil kebijakan, tapi dari aspek imy
sangat amburadul. Apalagl pengawasan, munculnya kasus mej
Bank Century atau praktik perbankan yang nakal tidak ter
kelemahan Bl. Berarti Dari sisi urgensi redemaninasi, beh
mendesak, sebab banyak pekerjaan Bl yang harus dituntaskan,
redenominasi Inl Juga tidak memberikan dampak apa-apa
perekonomian  nasional. (Mungkin) jauh lebih penting
mengoptimalkan peran Bl untuk menggerakkan sektor riil.
menunjukkan secara jelas pertumbuhan ekonomi pada kuartal k
mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang s
tahun sebelumnya (vear on year) sebesar 6,2 %. Besaran pertumt
dicapal pada kuartal kedua itu, tiga sektor mengalami pertumbu
tinggl, yakni sektor pengangkutan dan komunikasi (12,9 %), sel
gas dan air bersih (9,6 %), dan sektor Jasa-jasa (7,2 %). Semen!
primer yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sepertl sekto
hanya tumbuh sebesar 3,4 % dan sektor industri dan manufakt
2,0. Lalu apa urgensinya redenominasi rupiah yang dicanangka
Ekonomi kita seolah sudah tangguh, hebat sehingga redenomir
perlu dilakukan.
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Anomali Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

Wl lalu ketika membaca sebuah harian nasional
W donigan judul “gizi buruk di Sulawesi Tengah masih
Beinbarl  mengingat berita dua bulan lalu  yang
bt oleh Radar Sulteng, pertumbuhan ekonomi Sulawesi

encapal sekitar 12 % tahun ini. Dasar pemahaman
fusiel tnmar ilmu ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan
lahwa makin tinggi pertumbuhan (PDRB) sebuah
iakin sejahtera masyarakatnya. Dengan pertumbuhan
| penyerapan tenaga kerja juga makin besar yang
bl i pak terhadap menurunnya angka kemiskinan. Lalu

illbaca, jika pertumbuhan ekonomi double digil, tapi

Wik juga paling tinggi? Artinya pendapatan riil

Wiluk sesuni dengan teori, pertumbuhan ekonomi boleh

il masyarakatnya tetap miskin. Gizi buruk jelas sangat

i denjgan kemiskinan, karena ia miskin maka asupan gizi

hi, makanan yang dibutuhkan sesuai standar kesehatan

! pi ibell, Fenomena ini dapat dikatakan keterlepasan

phasniinl antara pertumbuhan dan kemiskinan.

| memang menyisakan ruang, bahwa boleh saja

Wi tumbuh tapi penyerapan tenaga kerja dan
4 Iwhadap kemiskinan kurang berpengaruh, atau

peitumbuhan ekonomi relatif kecil, apabila pertumbuhan

| bl didominasi pada sektor non tradeable seperti industri
panidalkan capital intensive.  Kondisi ini pun dialami

T?r::::._h: nasional, ﬁmﬁnu..w:r.mﬂ ekonomi lebih

il sektor pertambangan, telekomunikasi dan keuangan

iidenble, akibatnya penyerapan tenaga kerja minim,

Wi cenderung terjadi makin meningkatnya pekerja di

sl (underground economy). Atau pertumbuhan ekonomi

i

W

4 pemerinteh provinsi Sulawesi Tengah tidak boleh
difl wiau membusungkan dada kalau pertumbuhan
fouble digit, karena sangat nyata mencerminkan
yang tinggi tidak berkualitas. Apalagi diklaim
nesan periode pemerintahan,

an, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sebagai
untuk  menjustifikasi keberhasilan sebuah rezim

0 untuk  mempersiapkan  diri  kembali untuk
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bertarung pada Pilgub mendatang. Pola-pola seperti ini seharusnya
dihentikan, secara kasat mata selama sepuluh tahun terakhir
Sulawesi Tengah tidak ada yang baru. Sangat anomali, daerah yang
kaya sumberdaya alam tapi tertinggal dalam banyak hal dengan
provinsi tetangganya. Inpres percepatan pun diharapkan dapat
mengeskalasi pembangunan nyaris tak berbekas, atau memang tidak
jalan sama sekali.

Masih dalam berita itu dijelaskan secara detil untuk tahun 2010,
semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tercatat sampai bulan
Juli terdapat 306 kasus gizi buruk. Kabupaten Sigi paling tinggi
tercatat 79 kasus gizi buruk, Donggala 61 kasus, Palu 33 kasus dan
Banggai Kepulauan 31 kasus. Kasus gizi buruk ini mucul karena
mereka miskin, atau kebijakan di bidang kesehatan mereka tidak
tersentuh. Untuk Kabupaten Sigi, rasanya dengan biaya perjalanan
dinas pejabatnya yang sudah menghabiskan Rp. 10 M selama tahun
2010 jika sekiranya dialokasikan ke sektor atau kegiatan ekonomi
produktif, niscaya tidak akan muncul kasus gizi buruk atau hasrat
untuk membangun taman dan baffic light ditunda, dan lebih
memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya jauh
lebih elok, dan gizi buruk minimal jumlahnya tidak sebanyak itu.
Kabupaten Donggala pada ulang tahunnya beberapa bulan lalu,
kepala Bappedanya membeberkan keberhasilannya secara fisik, tapi
ia lupa bahwa ternyata masyarakatnya masih banyak yang miskin,
tidak jauh beda dengan Kota Palu secara fisik nampak ada
perubahan, tapi di depan mata ternyata orang papa di Kola Palu juga
masih banyak. Apalagi Banggai Kepulauan, lalu apa yang salah
semua itu? Kebijakan-kebijakan yang ditelorkan pemerintah daerah,
baik provinsi maupun kabupaten/kota belum menyentuh secara
substansi terhadap hasic need masyarakat Human development index
(HDI) Sulawesi Tengah juga masih bertengger diposisi 22 diantara 33
provinsi di Indonesia, Angka kemiskinan sekitar 18,98 % tertinggi
kedua setelah Provinsi Gorontalo untuk regional Sulawesi. Ini
menggambarkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan belum
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mengalami perubahan mendasar. Kendati setiap tahunny
provinsi ini makin meningkat signifikan. APBD provinsi, m:
kabupten,/kota lebih banyak terserap untuk belanja pega
menduga, belanja pegawai inilah mendominasi
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Karena itu w
pertumbuhan yang tinggi tidak (kurang) memberikan
terhadap pendapatan masyarakat, lebih-lebih terhadap
masalah kemiskinar.

Anomali atau trade off sosial ekonomi di Provinsi Sulawe:
memang perlu diputuskan, sembari merumuskan kebija
tepat untuk mengurangi gizi buruk, atau meningkat
Sulawesi Tengah ditengah gelimang kekayaan SDA, meski
sekaya Kalimantan Timur, Riau atau Papua. Tapi jelas leb
SDA-nya ketimbang dengan provinsi lainnya yang ada d
Sulawesi, Mumpun menjelang Pilgub awal tahun depan, m
Sulawesi Tengah perlu jeli mencari figur pemimpin yar
komitmen mensejahterahkan rakyat, punya jiwa kewir
bukan pemimpin yang Hdak punya visi, sekedarnya s
menjalankan agenda rutinitas. Disinilah perlunya

kepemimpinan, bukan berputar-putar pada tokoh-tokoh ya
juga. Banyak tokoh muda Sulawesi Tengah yang energ
komitmen memajukan daerah, jaringan yang luas,
entreprencurship government.

Sulawesi Tengah butuh lompatan-lompatan besar agar lel
dengan daerah lain. Perbaikan pelayanan publik secar
infrastruktur dasar mendesak untuk dikembangkan, sebal
utama hambatan investasi berada pada dua simpul ini. ]
perizinan menjadi masalah krusial, tengok saja kelul
investor yang berminat mengembangkan energi untuk me
pembangkit listrik tenaga mikrohida di Sulawesi Tengah.
mengurungkan niatnya setelah tak kunjung mendapat
pemerintah daerah (Kompas, 8/10/10). Kesadaran p
daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondu
terbangun, padahal investasi yang paling diharapkan un
menyerap tenaga kerja, dampak ikutannya terhadap 1
angka kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang kasus |
tidak akan muncul kembali ditengah pertumbohan

Sulawesi Tengah yang tinggi. Iromis!!

e
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_ L eiipakan refleksi akhir tahun 2010 dan catatan menjelang
Provinsi Gorontalo. Provinsi ini ketika lepas dari
, Wiln sinisme yang menyeruak tatkala mulai dirancang
Bl Binrkan Gorontalo lepas dari Sulawesi Utara nanti
| bing kembali. Konon ungkapan ini dilontarkan oleh
e Uit Manado, Secrang ekonom dalam  membuat
il brang tentu memiliki landasan akademik, jika sekedar
MPhan tanpa didasari data tak ubahnya ungkapan emosional,
Rakl demikion analisis ekonomi selalu dilandaskan pada apa
W asiimnl dan pilihan fchoice). Ekonomi bukan ilmu pasti,
Anlil waina dengan doa, tapi juga tidak sama persis dengan
Wiy, seperti politik satu tambah satu hasilnya tergantung
M kepentingan. Karena jtu asumsi vang digunakan
ke kebijakan ekonomi atau menganalisis bisa meleset,
W e mendekati kebenaran tergantung kondisi internal dan
el perekonomian,
i Weidugn ungkapan biarkan Gorontalo berdiri sendiri,
| Wsigabung kembali ke induknya didasarkan pada kondisi
W haln lu. Angka kemiskinan yang begitu tinggi sekitar 75
Peigagguran besar, serta indikator kesejahteraan lainnya
Wil dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada

il atau lebih akrab dipendengaran kita pedagang
iikota provinsi (Manado) seolah menjadi milik orang

seperti itu lebih memperkuat dugaan “orang lain”

o tidak mungkin mampu untuk mandiri dengan
wendiri, karena hanya mampu menjadi pengusaha
welertinggalan Gorontalo dari berbagai segi, bukan
Iilkn " atau etosnya orang-orang Gorontalo rendah,
ﬂ. yuk eripakan ekses kebijakan yang kurang berpihak pada

r:_. wevinlon mkers dari Gorontalo ditingkat provinsi sangat

tnlo Post, 23 Oktober 2010

terbatas, itupun kalau ada tidak mampu memberikan warna dalam
mengeksekusi kebijakan yang lebih berpihak ke wilayah Gorontalo. Juga
rendahnya mutu SDM sebagai dampak dari desain vang sistemik
memungkin peningkatan mutu SDM Gorontalo masa itu tidak dapat
berkembang. Angka partisipasi sekolah ditingkat sekolah dasar begitu
tinggi, bahkan tertinggi di Sulawesi Utara, pada tingkat sekolah
menengah perfama mulai menurun sampai ditingkat perguruan tinggi
makin menyusut. Itupun pada tingkat perguruan tinggi fakultas-fakultas
yang dikategorikan sebagai “favorit” jumlah orang Gorontalo sangat
minim, mungkin hanya satu dua orang.

Setelah lepas dari Bulawesi Utara, asumsi “ketidakmampuan™
berdiri sendiri meleset. Secara statistikal angka kemiskinan menurun
drastis dari 75 % menurun sampai 27 % pada tahun 2010 turun menjadi
23 %, indikator sosial lainnya makin membaik. Kepiawaian seorang
Fadel Muhammad sebagai seorang manajer dan marketer, jangan lupa ia
juga seorang politisi vang pasti akan selalu menjaga citra populisme,
Gorontalo bisa melakukan sprint sehingga mampu sejajar dengan
provinsi lainnya di Indonesia. Meski Gorontalo kalah populer dengan
gubernurnya itu sendiri, jika menyebut Gorontalo yang terbayang Fadel
Muhammad, bukan sebaliknya. Tidak salah banyak orang lebih mengenal
Fadel Muhammad daripada Gorontalo, tidak jarang orang kerap bertanya
Gorontalo itu dimana? Atau Fadel Muhammad itu gubernur dimana?
Wajar saja karena Gorontalo satu-satunya provinsi yang ada di Sulawesi
tidak menggunakan nama pulau itu.

Kemampuan lobbi gubernur, serta jaringan di pusat sangat kuat
karena ity banyak program yang dapat dikerjakan di Gorontalo.
Dampaknya tentu terhadap pembangunan ekonomi, juga termasuk pada
akselarasi pertumbuhan ekonomi, Selama kepemimpinan Fadel
Muhammad pertumbuhan ekonomi Gorontalo di atas rata-rata nasional
sekitar B %. Tapi harap diingat, pertumbuhan yang tinggi itu lebih
banyak dipicu dari supply side ketimbang demeand side. Sekaligus
menggambarkan bahwa uang yang di drive dari pusat oleh pemerintah
sangat nyata, tapi dalam jangka panjang akan memberikan dampak
negatif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Jika transfer dari
pusat selain DAU dan DAK menurun maka progresifitas perekonomian
melemah, atau kemampuan lobbi pemerintah daerah serta jaringan tidak
ada untuk men-drive uang dari luar, sulit mengharapkan perkembangan

ckonomi. Kondisi ini mulal terasa di Gorontalo setelah
kepimpinan ditingkat pubernur, setelah Fadel Muhamm
Gorontalo.

Perkembangan Gorontalo tidak dapat dipungk
relatif positif, berkat kemampuan Fadel Muhammad m
serta merumuskan prioritas utama pembangunan yan
pengembangan SDM, kelautan dan perikanan, serta
berbasis komoditi jagung, Pada periode kedua ki
program ini mulai surut, pengembangan SDM me
beasiswa TPSDM sudah senvap. Program taksi mina b
bergaung lagi, bahkan gagal meningkatkan kesejahte
pesisir, sementara program agropolitan makin meredup.,
identik dengan Gorontalo, sebab daersh lain sudah
secara massif komoditi ini, seperti Sulawesi Selatan
meski tidak dapat dipungkiri “brand" itu masih melel
Karena itu untuk memenuhi permintaan ekspor k
Gorontalo mengambil sebagian dari Sulawesi Selatan.

Dalam konteks ini perlu dipahami secar:
pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mem:
vang berbeda, Bagi daecrah maju, pertumbuhan ekon
rendah tapi memungkinkan elastisitasnya lebih besar
yang baru berkembang, daerah (negara) berkembang pe
tinggi tapi elastisitasnya rendah dan share-nya terhad:
nasional sangat kecil. Kerap terfjadi di negara (d
ekonominya kecil, pertumbuhannya amat tinggi tapi |
juga tinggi. Padahal secara teoritis menunjukkan, ji
ekonomi tinggi, berarti angka pengangguran makin
berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan,
seperti itu, Schumpeter sebagaimana diuraikan oleh
meletakkan pemahaman bahwa perkembangan da
merupakan dua hal yang berbeda. Bagi daerah (neg
berlaku adalsh pertumbuhan, berarti perubahan jangks
perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaika
penduduk. Sementara di negara (daerah) berkemban
ekonomi merupakan perubahan spontan dan terpu
keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan m
keseimbangan yang ada sebelumnya. Bersambung!!
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il

usrah lebih maju kita tidak boleh menyandarkan pada
Iekatan kesisteman perlu lebih dikedepankan. Siapapun
PRI dlstem tidak berubah, atau sistem yang baku menjadi
B! pinlipin daerah, Jepang mungkin boleh menjadi rujukan,
Wiplnnyn kerap berganti tapi situasi ekonominya tetap
._ i sederajat dengan Indonesia seperti Thailand meski
_ politik kestabilan ekonominya tetap terjaga. Karena
jda figur pemimpinnya tapi lebih pada sistem yang
Aiwh (o the track). Kita punya kepentingan yang sama,
i Hlrontalo harus dibuatkan rumusan yang tepat, terutama
el skanomi lokal yang bertumpu pada keunggulan lokal
M8 Jikn Ini sudah menjadi spirit, yakin Gorontalo makin
| wogl. Sebab hari ini, memasuki sepuluh tahun umur
ilyn provinsi ini rada kehilangan jati diri. Data statisktik
NI menunjukkan sekitar 25 %, dan klaim pemerintah
i hingga 23 % angka kemiskinan di Gorontalo, namun
LWl yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya
wweal, bahkan termasuk kategori sepuluh provinsi
U Diibispyoaln,
Bl Inl - memunculkan dugaan dan apriori, angka
I yuny dibanggakan pemerintah provinsi selama ini yang
MIAS rula-ratn B % setiap tahun merupakan rekayasa, hanya
| pencitraan, Bahkan muncul pertanyaan, kenapa angka
alelah Fadel Muhammad meninggalkan Gorontalo?. Secara
Pokuiibangan Gorontalo makin meningkat seperti jumlah
M, rumah-rumah mewsh terus dibangun, orang kaya
Wi, Tapl jangan tanya, siapa pemilik kendaraan dan
Wl inewah (1u? Jika anda telusuri yang punya tidak jaub-jau
) Yy nda di provinsi, kabupaten/kota, anggota legislatif
W Lol rukyal bagaimana? Petani jagung yang berjasa
I We Corontalo sebagai penghasil jagung tidak menjadi
iy menikmati harga jagung dari mata rantai perdagangan,
Wl i eksportir. Sedangkan pekerja profesional dan

L]
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jumlah pengusaha tidak bertambah secara signifikan, yang ada adalah
kontraktor bergantung hidupnya pada proyek pemerintah, itupun kalau
pandai-pandai memposisikan dirinya pada saat Pilkada. Jika salah
mendukung, maka satu periode tidak mendapatkan “kue” dari penguasa.

Kontraktor dan pengusaha sangat berbeda. Jika kontraktor amat
bergantung dari program (proyek) pemerintah, artinya dia akan
melakukan proses produksi musiman, bekerja sekali dalam setahun
bahkan faktor produksi yang dimiliki relatif terbatas, seperti capital
land, technology dan  entrepreneurship. Sementara pengusaha,
ketergantungan terhadap pemerintah relatif kecil, kemampuan melakukan
produksi kontinyu yang didukung dengan faktor produksi yang memadai.
Baumol dkk (2010) mendefinisikan entrepreneurship yaitu setiap badan
usaha, baru atau yang sudah lama berdiri, yang menyediakan produk atau
Jjasa baru atau yang mengembangkan dan menggunakan metode baru
untuk memproduksi atau menyebarkan barang dan jasa yang sudah ada
dengan biaya yang lebih murah.

Dalam pengamatan saya, dengan mempersempit definisi di atas,
pelaku ekonomi di Gorontalo seperti pemilik toko-toko besar sangat
jarang dimiliki oleh etnis Gorontalo, lebih didominasi etnis Tionghoa,
Arab dan Bugis-Makassar, Bahkan supermarket yang ada di Gorontalo
semua dimiliki oleh etnis non Gorontalo, Walau saya sendiri tidak ingin
melakukan kategorisasi dalam kegiatan ekonomi, karena saya menduga
meski mereka yang sukses sebagai entrepreneurship non etnis Gorontalo
lebih merasa orang Gorontalo sendiri. Tapi ini fakta yang tidak dapat
diabaikan, dalam jangka panjang dapat memunculkan gesekan-gesekan
kecil sebagai akibat dari disparitas distribusi pendapatan antar golongan,
yang dapat merugikan kegiatan perekonomian Gorontalo secara
keseluruhan. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah
dengan mendorong lahimya pelaku-pelaku usaha dikalangan orang
Gorontalo sendiri,

Maenstream berpikir anak muda Gorontalo yang terlalu
political oriented perlu direduksi, ada banyak ruang yang kosong mesti
diisi oleh mereka, selain dunia kecendekizan terutama wilayah
kewirausahaan (enirepreneurship) lebih dikembangkan. Sebab ukuran
kemajuan suatu negara (daerah) samgat ditentukan oleh para pemilik
modal (pengusaha), atau wirausahawan, bukan politisi. Hal ini sejalan
yang diungkapkan oleh pakar enmsreprencur, David McCelland jumlah
wirausahanya paling sedikit 2 % dari jumlah penduduknya.

Merumuskan Model Ekonomi Lokal Gorontalo Sebagai Spirit Entrepreneurship (2

menyebutkan suatu negara akan mencapai tingkat kemakmi
Sementara itu, Ciputra salah satu enreprenenr terkemuka d
menyebutkan bahwa entrepreneurship adalah kunci menuju
negara yang maju, dengan merangkul entrepreneurship mer
negara mencapai ‘lompatan kuantum' dari Kkeputusasas
kemakmuran. Carl Schramm dalam pengantamya di b
Capitalism, Bad Capitalism; And the Ecomomics of G
Frosperity (2010), para entrepreneur memainkan peranan per
membanty kemajuan ekonomi, mereka menciptakan produ
baru, dan secara bersamaan membantu mendorong ekonomi e
menaikkan standar hidup lebih baik dan kemakmuran.

Meski tidak dapat diabaikan peran politisi Jjuga n
kontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara {wi
proses politik (demokratisasi) yang tidak matang ju
menciptakan cawvimistik (merasa paling mampu) menjadi
yang akan merusak kondisi makro ekonomi. Gejala ini st
nampak di Gorontalo, semua kepala daerah baik pada level pr
kabupaten/kota mengklaim diri paling bisa menjadi gubernur. |
kebijakan lebih banyak berorientasi pencitraan, ketimbang per
secara substansial yang dapat mendorong perkembangan eko
mendidik generasi muda Gorontalo menjadi pengusaha.

Klaim success story pengusaha sekelas keluarga
Gobel atau Sandiaga Uno bisa menjadi figur untuk membe;
kewirausahaan di Gorontalo. Kita tidak lagi sekedar mem
mereka sebagai orang Gorontalo. Tapi bagaimana melahirkan |
pengusaha baru di Gorontalo itu sendiri sekelas mereka. Arifir
Rahmat Gobel dan Sandiaga Uno meski orang Gorontalo, tapi
dapat mengklaim bahwa mereka sukses karena orang Goronta
menjadi pengusaha besar bukan karena spirit ke-Goront:
dibentuk  oleh  lingkungan keluarga yang  memili
entrepreneurship. Pendidikannya mengarahkan kedunia usaha,
di Gorontalo sendiri background pendidikan generasi muda Jet
“berorientasi” atau “dioreintasikan” pendidikannya untuk bel
sektor pemerintah. Orang Gorontalo bukan tidak mem
enirepreneurship, di wilayah timur Indonesia seperti di Sulaw
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang menghuni pasar-pa
banyak orang Gorontalo. Bersambung!!
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memiliki Jinkage dengan sektor lainnya, misalnya penunjang industri parawisata  dengan perguruan tinggi, PT didorong membual inovasi dari produl

M. Amier Arham?* ftupun  didominasi oleh sekior jasa pemerintsh (belanja pepawai). Struktur  yang beragam melalui riset, pembiayaan bisa dari pemerintah daerah.
" . . ekonomi seperti ite mengindikasikan bahwa tidak dapat berharap dari sektor yang  dan inovasi perguruan tinggi dapat diterapkan oleh industri, jadi semua
A, ¢ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG berbasis budaya. Atau mengembangkan industri kreatif yang tidak terlaln  Sebab selama ini terjadi keterlepasan (decowupling) antara pemerint

bergantung pada modal fisik, tapi lebih bersandar pada modal pengetahuan. perguruan tinggi dan industri dalam melakukan inovasi. Padahal
Kecenderungan ekonomi kreatif atau biasa juga disebut sebagai ecomomic  pengembangan salah satu pilar penting untuk mengembangkan perelon
knowledge makin tumbuh vang bermodalkan pada skl (kecerdasan). Dalam pada itu, Gorontalo yang meneguhkan visinya sebag
Karena itu grand design-nya pemerintah daerah perlu intervensi untuk  inovasi harus diperjelas. Visi bukan hanya milik gubernur, tapi dap
mengembangkan modal manusianya, hal ini sejalan pergeseran fokus  energi penggerak bapi semua level (kalangan). Pemahaman say
" pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan modal fisik, tetapi juga  dimaksudkan selalo membuat hal-hal yang baru atau melahirkan sesuat
; ; ; P : modal manusia yang menyanghut didalamnya pengetahuan, pengalamasn dan  dari yvang sudah ada, baik bersift sangible maupun fntangible. Atau se
hﬂr :"_::_.:__ h_umyﬁngﬂcwwﬂmﬁémhﬁﬁ keterampilan. Sementara itu, jagung yang terlanjur menjadi “brand” di Gorontalo  ditegaskan oleh Peter Drucker, inovasi adalah instrumen kb
R _ﬁ__.”._“wa__ e o e e e mmﬂﬁs perlu terus dikembangkan produksinya dengan tetap mempertimbangkan faktor  kewirausahaan. Jika itu acuannya maka kila rakyat Gorontalo patut be
sl mengharapkan kemajuan perekonomian suatu %m_.%. bila ekologl. }u&. memiliki value n_n.%ﬁ. m_mn_ﬁi pengolahan h.mms:m..msmw .ﬁaﬁm yang baru _& GE.Q,__E% *mnﬂﬁ.muumuu pola-pola _H_mww...m_.. pemerints
B Bekior pemerintah, Gelint ek i akan makin terasa jika keharusan dibangun. Sebab produksi jegung vang sudah berorientasi ekspor  publik masih begitu-begitu saja, atau ada sesuatu kebijakan yang

B Bhembang dengan bk vang tidak b fung dari proyek selama ini nilai tambahnya sangat rendah, serta dampak ganda {muftiplier effect)  menstimulasi kemajuan daerah, terutama pendapatan masyarakat? Jike
ANt ke holders, baik pemerintah maupun pergurean tinggi perly yong ditk el

weindl  seorang  entrepreniewrship  tidak hanya sekedar
Sl (il perl “pelembagaan™ untuk menjadi kuliur. Orang-orang
i mienjadi pedagang atau pengusaha, karena kultur mereka
e slstem gilda (kelerabatan, atau semarga). Secara sosial
W unluk mencari profesi atan bekerja pada seldor pemerintah

oo

lalu apa hasil inovasi ita? Gagasan provinsi inovasi yang pemnah dil
: . ey Sementara ftu, meski penyaluran kredit tetap tumbuh yang memmungkin -~ oleh Fadel Muhammad terinspirasi dari visi atau slogan dari beberaps
_"JH“,”nﬁqhﬂsa“ﬂwﬁaﬁmmﬂﬂsa_ Te H&Hﬂhﬂr dapat mendorong pertumbuban ekonomi, tapi lebih banyak pada kredit konsumiif, besar yang menglobal. .
s yang dapat melecukan gat. .Fﬂm:mm meskipun seperti perumahan, kendaraan dan konsumsi lainnya. Sementara penyaluran kredit ~ Patut diingat, visi schuah korporesi (perusahaan) akan e
it llal liberalisme-kapitalisme delam mengembangkan kegiatan uikuk kegiatan .HuEn_.EEw Emm._# sangat rendaly et I pensin baeg ol &EE:&E: ke interuglisasi nilgs-nilgi KiNponst yang EnEm&_u
B ik meninggalkan ajaran leluhurya (ajaran meiji, atau Gorontalo ...mHmE. lambat. Indikasi itu &ﬁﬁ _&_&R. nE.. uang yang .annunﬁ. dimana Emé.u&méﬂﬁﬁg H_uE.H.EE_.umBL Hnm_nﬂ_.m_
BRI sor! pemikiran ekonomi politik disebut teorl heterodoks, teari pecahan rupiah umumnya uang lusuh. Kredit investasi tidak jauh berbeds, masih  untuk merealisasikan capaian visi jauh lebih kecil, atan nyaris
! B (30100 caclons teast yane iesiveieed dar r,vnﬂ_ _.ﬂ_nm__ padahal investasi diharapkan &:E.n menyerap lenaga _ﬁm,am, Desain Sementara  pada organisasi publik n..ﬂu.._.._ﬂdqiE. .E..FF _UE.QU.
™ __.i_-__h:r.._ Dilans: Seocs i S elistorl-bi kebijakan untuk mengembangkan perekonomian daerah harus disesuaikan dengan  membentang untuk mewujudkan scbuah visi. Jika visi tidak dapat ¢
" . w_.:_.._:._n dan struktur sosial yang sudsh melembaga di kondisi dacrah, dengan terbatasmya peran swasta untuk u..n__.mmh_.m_ﬁ_ﬂa roda  maka ia hanva akan menjadi slogan. Visi dan slogan jelas sangat berb
t__-___.._.__.n b d: wﬂnnﬁh_n Eopd: I Hasit ?u.nﬁﬁ.ﬁﬁh: maaﬂﬁan peran pemerintah tentunya letap nﬁn._ﬁﬂ__ tumpuan. _.mzu.m._ﬂ_ﬂsuﬁrm: Eﬂis.m _u_,n.“_-u_,ns mﬁwaﬁ__ komunitas atau lembaga.
SaRth| yang lebih maju. I Didasarkan ﬁn@n _SE_.E. itu, _unnmn_ﬂ.um: pemerintah  selain memacu  saya, jangan sampai provinsi inovasi hanya sebush slogan kosong ¥
Sy R et ntindot yang dimiliki Gorontalo tidak dapat dinegasikan wﬁa&&.__mn:uz =._.m.mm¢._=!=_.._.:mu _unm.uu perhatian pada uﬂ.mn!.&ﬁmnﬂ _uﬁngnwnp: EnEvm:_mH, Eﬂﬂm.fw. wﬂﬂ.__mmn rakyat mE.E_Bru Jauh lebih
' nal manjedi penghambat kemanan; just dapat menjadi 1&53&.«-&15 .rng. dan industri rumah tangga. Sebab ini Eumm._&._ klasik, membumikan =:m.-=._3 E_E_ ketimbang g:mé..w:-:n.m:&ﬂ ¥
Hminy ljadi peng 4 ¥ industri jenis ini sulit berkembang karena minimnya akses pembiayaan dan  dengan slogan. Gorontalo seéjak dahulu kala memiliki adat istiadat ¢

- H__.__ _”__.s__”._ﬁ__.__ n.__wnam_ Ewﬂw n_”l:ﬂ_umm“”ﬁ.__ﬁ juga jﬁmﬂ pemasaran, serta kemampuan skill bagi pelaku usaha kecil dan menengah.  hidup yang bersandar pada agama (Islam) vang bisa menjadi guidance
BBask hiinynys scba Lsrosiaa Misride el nJEa,ﬂu_qs Ao Kelemahan itu tentu butuh intervensi pemerintah yang memadai, jika hanya Jika Malaysia menisbetkan dirinya sebagai “The Truly dsia” yang ses
i _*__“__.._________._*_ﬁw_..__._.._ﬂ_.m & B..m.._mE mwﬂ”aﬂﬂﬁ.<nﬁiﬁ3 st membiarkan mereka tumbuh sendin niscaya tidek akan besar. identitas lokal, kenapa Gorontalo malah cenderung menanggalka
_"_..._:____r, r_.z.__q__.z._mm Yy m___.mw kecil. Dengan semangal yang Apalagi mengharapkan mereka mampu ___m_.wmi.w. dengan produk-  lokalnya yvang depat menjadi keunggulan Iokal 105_5 peniug). T

- B Garunialo be e _.Hw_.cw :&.E__._,. ity Beskbambing produk dari luar yang sudah kadung menyerbu pasar Indonesia, setelsh ASEAN-  bangunan-bangonan perkantoran pemerintah di  Gorontalo ny
(¥ i TPaiang 1 Juga China Free Trade Arca (AC-FTA) mulai berlaku awal januari 2010, Pemerintah di ~ menyisakan identitas lokal, lebih mengadopsi bangunan kubah yang 1
" _H.:_:._z_::...:......:E_: s el e b tingkat kabupaten/kota tidak hanya menpadopsi keberhasilan dacrah lain, atau apa  white Aowse, pusatl pemerintahan Amerika?. lmlah (mungkin) ki
| terhundap nﬁswmmam_ng PDRB sangat kecil, masih yang dikembangkan di liar yang dianggep bethasil #n_.h:. tentu cocok  Provi .. ; .E.E&Em:m talinnya yue(g ksscpriivh, m._uﬁnmﬁ_u_uﬂa
_i B poviuninn :5.."._.";_ Hal yang sama, sekior jasa-jasa Em.m:. kexiil dikembangkan di Gorontalo. Tidak salah, dalam perumusan kebijakan masalah-  penyakit miopik dan menggunakan kacamata kuda schingga pengam
Ba yana perlu n__mnma_“_ piigkan muw ustri -industri kecil vang masalah pengembangan ekonomi  selain  diperlukan visi yang .E_E" Juga lerbatas!

y b pentingnya melibatkan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah daerah bersimergi
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| twhun 1998 tatanan kehidupan masyarakat mengalami
I8 ruilikal, Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan
Wilutas, semua orang dengan leluasa mengekspresikan
I__.__ tanderung destruktif, Fungs lembaga negara terutama
| iakalah hukum dan keamanan seolah tak berdaya diantara
WERakan yang kerap terjadi. Kekerasan yang terjadi di Tarakan
i I iipun yang terjadi di depan Pengadilan Jakarta Selatan
batnpn tak berdayanya aparat hukum. Dari rekaman
pembakar rumah di Tarakan dengan santainya datang
Wke tajam, mengangkat drum yang mungkin berisi bahan
preman yang beraksi di jalan Ampera Jakarta Selatan pun
#iln yang membawa senjata apl semua terjadi di depan
i Wighap, tidak ada upaya pencegahan sama sekali.
w Hha Inl menjadi bangsa yang pemarah? Dugaan saya ada dua
bwikaltan dengan masalah-masalah penegakan hukum,
e, kedio ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan
B Misp mencederai rasa keadilan masyarakat seolah sudah
BINRN, penegakan hukum menjadi tumpul jika menebas ke
8 menladl tajam jika menebas ke bawah. Makin tergerusnya
I Medyarakat terhadap penegakan hukum, lalu mereka
Il dengan membentuk kelompok atau memanfaatkan

laysan terhadap aparat hukum sangat rendah karena
Hiigan masalah Internal, seperti makelar kasus. Kondisi ity
Pk modal yang memilikl lahan-lahan kosong di kota-kota
Wi ayakan kepada kelompok preman untuk menjaganya,

Bwriel waielirl, tapl saya menduga sebagai akibat darl

._:_: I8 pendapatan, bahkan merupakan penyebab utama.
W damrah  yang dijalankan  tidak  membuat

thlo Post, 27 Oktober 2010

ketimpangan makin membaik, Jakarta tetap menjadi tumpuan utama
mencari pekerjaan bagi usia produktif. |dealnya otonomi  daerah
memberikan kebebasan bagi daerah untuk berkreasl agar kapasitas
perekonomiannya makin besar, dampaknya terhadap penyerapan tenaga
kerja, Tapi itu semua sulit terwujud, desentralisasi menyuburkan praktik
korupsi dan memelihara perilaku miskin bagi rakyatnya. Dalam kondisi
miskin mereka gampang dipelihara untuk dijadikan basis massa menghadapi
Pilkada melalul praktek money politic. Kondisi ini dibjarkan tumbuh subur,
karena umumnya bupati/walikota maupun gubernur tidak akan melepaskan
kekuasaannya dan penguasaan resources. Jika periodenya habis, jabatan
dialihkan ke istri ataupun anaknya. Proses rekrutmen pegawal pun penuh
dengan kecurangan menggunakan uang sogok sebagai modal tambahan
untuk pemblayaan politik. Sementara yang tidak punya akses di pusat
kekuasaan atau uang sogok tidak ada, mereka terpinggirkan menjadi
pengangguran. Tengok saja di daerah manapun, hampir semua PNS memiliki
pertalian keluarga dikantor SKPD, apalagi yang direkrut lewat jalur honorer
(data base).

Ditingkat pusat, pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan, klaim
pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sekitar 6 % tidak memberikan
dampak secara signifikan terhadap berkurangnya disparitas distribusi
pendapatan masyarakat, Klaim angka kemiskinan terus menurun, meskl pun
serapan tenaga kerja di sektor formal sangat kecll. Kondisi ini
menggambarkan struktur ekonoml mengalami keterlepasan [decoupling)
antar sektor. Penyebabnya, pertumbuhan ekonomi lebih didominasi dari
sektor non tradeable, seperti telekomunikasl, pertambangan dan keuangan.
Sektor-sektor ini lebih mengandalkan copital intensive ketimbang lobor
intensive turut memperparah  ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat. Data makro statistik memang menunjukkan penurunan angka
kemiskinan, tapl serapan tenaga kerja sektor formal kecil, berbanding
terbalik serapan tenaga kerja sektor Informal makin meningkat sekitar 75 %.
Pelaku ekonomi sektor informal merupakan underground economy yang
tidak tercatat dalam PDB.

Pada sektor keuangan sendiri semakin membaik, arus modal masuk {capital
Inflow) asing ke Indonesia makin besar, t

Membaiknya sektor ini w.._rmz sesuaty yang :..m:mmmis_qum_.r mm_uw_u
termasuk kategeorl hot money yang bersifat jangka pendek, setiap saat
mudah terbang (capital flight) jika kondisi dalam negeri kurang mendukung.
Kondisi ini pun sudah diingatkann oleh lembaga keuangan internasional

Kekerasan dan Ketimpangan Ekonomi

seperti IMF dan Bank Dunia agar arus modal yang besar h
resikonya dapat menggerus devisa untuk melakukan inte
hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang
kaya. Situasi seperti inl makin memperburuk distrib
lapangan kerja terbatas sehingga angka penganggurar
tumbuh.

Menengok kembali masalah kerusuhan, umumnya pela
kategori usia produktif, bahkan usia remaja yang aktifitasr
ujung gang atau perempatan dari pagi sampai sore, sob
tidak ada pekerjaan tetap. Kerumunan-kerumunan seperti |
diplcu, apalagi jika dalam kondisi tidak sadar pengaruh dar|
sebagaimana pemicu awal kekerasan yang terjadi di

akumulasi berbagai persoalan terutama masalah ekonomi,

makin hari mereka terpinggirkan darl panggung kekuasaan.

Gejala menjamurnya preman dan gelandangan bukan tu
pemalas, tapl makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan
pemilik modal dan penguasa lokal cenderung memang mer
kecenderungan seperti ini membuat mereka terbiasa hid
menunggu jatah darl yang menguasai resources |
demonstrasi dukungan terhadap tokoh lokal atau bupati/v
gubernur yang tersangkut dengan masalah hukum dapat

jelas. Ada banyak bupati/walikota kendati sudah divonis mi
(menggerogoti APBD) masih mendapatkan dukungan dan pi
membabi buta darl massa yang sudah jadi peliharaan

pemimpin seperti ini bahkan masih dapat memenangkan
memiliki modal {uang) besar sebagian dari hasil korupsi unt
massa,

Yakin saja, orang yang memiliki pekerjaan tetap, setidak:
bulanan niscaya tidak akan mau berleha-leha nongkrong sef
gang atau jadi preman untuk diperalat menjaga kepentingan
di daerah. Untuk mereduksi kekerasan massif, serta pember
juga tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri, hai
kebijakan dari pemerintahan secara keseluruhan. Pemerin
sekedar membuat program instan seperti PNFM Mandiri, Ba
Tunai dan sejenisnya. Tapi sektor rill harus dihela dengan ke
industrl yang mengandalkan lobor intensive. Sementara

daerah harus lebih serius mensejahterakan masyaral
membuat program yang dapat menggerakkan mesin ekono
memberikan dampak terhadap serapan tenaga ker|a,
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WUMN, tjuannya ada dua, yakni ontuk
. sl soslal, Karepa it korporasi (badan
N Dlek bwlal semals mendatangkan profit, tapi
N feigerribang misi sosial untuk menyediakan
yowle), seknligus dapat mengatasi kegagalan

biibuny usahn yang dikelola pemeriniah gagal
L Jusi memberatkan  kevangan negara, melalui
il el badan usshs menjadi beban pemerintah,
Ml Wl ekonomi klasik maupun neo-klasik
ol Wik perli Ikut campur dalam kegiatan ekonomi,
B nr. Potensi konflik interest juga tinggi, sebab
Sehallgin, rgulator dan operator.
JUls Wt diperparah karena badan usaha ini di bawah
i Ungpl negarn, pengelolaannya harus didasarkan
s Wi, Intervensi politik tidak dapat dihindari, pada
S petulian” partal, atau penguasa, Minimnya profit
b Wil ferun menggerogoti keuangan negara. Jauh
i Wsidii bl tidak sehat, pengelolaannya pun masih
PiMpiarile governance,
LRHAI, torkuilal dengan krisis moneter tidak ada pilihan
1 Iniian IMF untuk membantu mengatasai krisis,
U0l yng hweus dipatihi debitur yang ditvangkan dalam
] ﬂ.__::__:_ ndalah melakukan privatisasi BUMMN,
L el dulam kegiatan ekonomi. Bahkan komoditi
hitlsine  pusar, Privatisasi tentu baik, melepas
ik lali (publik), selain memperbesar kepemilikan
! pualslik mnkin kuat sehingga kincrja BUMN, atau
_, dhat wesunl prakick-prakiek korporasi yang baik.
.__. sl privatlsasi di Indonesia tidak hanya sekedar
l klnetfmnyn mokin membaik, tetapi juga dibebani
i APHN, Haosil privatisasi dijadikan sebagai salah
il i cgara, selain berharap dari penjualan
B el Leorinyn, hasil privatisasi sebuah korporasi
Wl i o ni sudah di luar teor, pada akhimya
bl wsahn (porbankan) yang masuk ke dalam
Ptk Nasional (BPPN), dilakukan privetisasi

g
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Kebijakan Privatisasi BUMN, Apa yang Salah?

(jual) secara massif, bahkan dibawah harga indikatf, setelah dilakukan
restrukturisasi dan “perawatan intensif”.

Bank-hank swasta nasional yang besar semua menjadi kepemilikan asing, yang
tadinya mengidap penyakit kronis, setelah sehat kemudian dijual. Idealnya, justru
badan uszha yang sakit tapi memiliki prospek yang dijual, bukan yang sudah sehat
dijual, dengan harga relatif murah. Dominasi asing di perbankan nasional, turut
memperparah disparitas penyaluran kredit, sebab mereka lebih fokus di Jawa saja.
Selain itu tenaga kerja professional makin didominasi para ekspatriat, sementara
rakyat Indonesia cenderung menjadi buruh kasar di rumahnya sendiri,

Kondisinya tidak jauh berbeda denpan BUMN itu sendiri, meskipun sudah ada
perubahan  kebijakan BUMMN tidak terlalu dibebani lagi untuk menyetor
devidennya kepada pemerintah. Tapi program privatisasi BUMN vang terus
berlanjut menyisakan banyak masalah, Jauh sebelum diprivatisasi, BUMN yang
akan [listing (privatisasi) terus digenjot untuk melakukan restrukturisasi dan
profitisasi, sehingpa pada saat [kitial Public Offering (IPO) cukup menarik minat
pembeli. Termasuk BUMN vang sudah listing di bursa efek didorong untuk terus
melakukan right issae (menambah penjualan saham). Masalah yang timbul
setidaknya dapat dilihat beberapa BUMN ketika melakukan [PO ditengarai dijual
di bawah harga indikatif, seperti kasus Indosat. Selain itu penjualan asset negara
terindikasi dijual murah, seperti penjualan kapal tanker pertamina.

Kontroversi privatisasi BUMN setidaknya dilihat dari dua masalah pokok,
pertama berkaitan dengan harga jual yang kerap ditengarai terlalu murah, dan
kedua porsi kepemilikan saham pemerintah, terutama di BUMN strategis vang
menguasai hajat hidup orang banyak, beralih kepemilikan ditangan asing.
Kontroversi penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Fte Lid anak
perusahaan Temasek Singapura yang menguasai banyak perusahaan di Indonesia
melingkupi kedua kondisi di atas.

Temasek juga memiliki saham di Telkomsel, operator seluler terbesar di
Indonesia. Dengan  demikian, perusahaan pelat merah dar Singapura ini
menguasai saham di pasar telekomunikasi. Pada akhimya dicium oleh Komite
Pengawas Persaingan Usaha (KPPLY, Temasek terindikasi melakukan praktek
meonopoeli di sektor telekomunikasi (Indosat dan Telkomsel).

Tulisan ini bukan bermaksud membahas secara detail pelanggaran monopoli, tapi
ingin menunjukkan titik kontroversi model-model privatisasi BUMN selama ini,
terutama Indosat, Semen Gresik dan yang sekarang lagi menghan

gal Krakatau Steel, Temasek, lewat anak perusahaannya Singapore Technologies
Telemedia Pte Ltd, yang memenangkan divestasi 41,94 persen saham Pemerintah
Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12,950 per saham) pada lahun
2002, Setelah dinyatakan bersalsh oleh KPPU karena melakukan praktek
monopoli, dikuatkan oleh putusan pengadilan diwajibakan membayar Rp. 15
miliar (Kompas, 9 Juni 2008). Bagi Temasek Holding Ple Lid, dari pada
membayar kepada pemerintah Indonesia, mereka lebih memilih untuk menjual
kepemilikan sahamnya di Indosat Thk.,, sebesar 40,8 persen

sgham Indosar Thk milik Asia Mobile Holding Pte |
Telecom (Qtel) senilai 2.4 miliar dollar Singapura at
16,8 triliun dengan kurs Rp 9.300). Time lag selama |
mendeszk pun dapat dijual dengan harga yang fantast

Kasus Krakatau Steel:

Privatisasi Krakatau Steel (KS) vang juga memant
bahkan Amien Rais menyebuinya privatisasi Krakat
skandal Bank Century. Sebagian pihak menengarai s
mengulangi kasus Indosal dengan menjual BUMN di
Meneg BUMN menegaskan bahwa proses privatisa
proses persetujuan oleh DPR sudah berlangsung lam:
pemeriniah (Demokrat) menyokong langkah Meneg
KS sesual mekanisme yang benar. Penjualan Indos
berbeda dalam hal untuk mendapatkan modal, In
sementara  Krakatau Steel lewat IPO. Sehingga
dibandingkan.

Bagi saya, vang menjadi persoalan bukan pada mek
jualnya yang amat rendah, Rp. 850, per saham. Harga
bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya d
per saham. Padahal dalam hitung-hitungan, harga pros
mencapai Rp. 2.000,, per saham. Angka moderainya
dikisaran Rp. 1.000., per saham stau harga yang mend
Target Kementerian BUMMN saham perdana K5 akan
publik, atau sebanyak 3,15 miliar saham, sehingga de
sebesar Rp. 2,6 T. Sementara jika harga kisaran Rp.
dana sebesar Rp. 3.15 T, berarti ada potensi loose seki
Pertanyaannya, kenapa dianggap murah? Selain pros
meningkat, kondisi makro ekonomi juga semakin n
masuk ke Indonesia terus naik, saham-saham non w
para investor. Dengan makin membaiknya makro
domestik maupun internasional terus fumbuh, Denga
sebesar Rp. 850 per saham pada masa penawaran aw
calon calon investor ritel terus berjubel mengantre unt
produsen baja ini. Ini indikasi awal, bahwa saham K
murzh. Layaknya, prinsip ckonomi semestinya d
permintaan (demand) harga makin meningkat {mahal
salah, KS memang butuh modal untuk meninghkatk
memenuhi kubutuhan baja dalam negeri, terutama |
makin agresif, tapi harga yang pantas dan wajar.
kesalahan berulang kali? Hanya keledai vang selalu
samal.
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AN Yokyakarta, termasuk posisi
. \kap sebagai Gubernur dan Wakil
| perdebatan  hangat. Pemantik
i darl episentrum kekuasaan, istana
i Yudhoyono memercikkan api pro
Hilak mungkin dalam sebuah negara
. lokal menganut sistem monarki

hinyntaannnya memang, Gubernur dan
Whaie pelama ini  ditetapkan sebagai
yung didapatkan karena pertimbangan

.

1__:_______..__._: mengenai isu ini, tapi secara
Beaimya, UUD 45 mengakomodasi
.. fipl disisl lain juga mengharuskan
il wocara demokratis. Saya tidak ingin
hibatan itu, tapi dalam amatan kita ciri
wlahy presiden tidak semuanya benar,
ying diterapkan di Yokyakarta semua
i UL dan aturan yang ditetapkan oleh
i daerah maupun pengawasan sebagai
, fiikrasl semua berjalan di Yokyakarta.
lan prrvmen politik di Yokyakarta berjalan
| Yubyakaria merupakan daerah yang paling

bl

BbApan monarki yang ditujukan kepada
wnidnikon polemik. Setidaknya dalam
WMl slsler monarki berarti menggenggam
Ml #hau kopals pemerintahan secara turun
| buliniga raja (pemimpin). Kepemimpinan
Wlak il necarn luas, atau kepemimpinan raja
0 bl penjadi hak mutlak, dan biasanya
B swlalul pemilihan, meskipun ada juga
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sistern monarki mutlak kepala negara dan kepala pemerintahan
sekaligus.

Mungkin presiden lupa, bahwa fenomena Pilkada baik
untuk level bupati/walikota maupun gubernur ada semangat
“monarki” yang lebih berbahaya, dalam jangka panjang akan
merusak tatanan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi jangan
hanya dipahami secara sepihak atau dangkal, bahwa kepala daerah
yang dipilih secara langsung belum tentu bersifat demokratis.
Perilaku elit politik di daerah selama otonomi daerah berlangsung
justru melahirkan banyak raja-raja kecil yang perilakunya sangat
monarki dan anarkis meraih kekuasaan, Perilaku hidup mewah
seperti  kaisar dan pangeran dengan terang benderang
diperlihatkan. Umumnya kepala daerah ketika pertama berkuasa
kebutuhan pribadinva didahulukan melalui pengadaan kendaraan
mahal, rehab rumah jabatan, rehab kantor. Atau daerah pemekaran
baru, yang pertama dibangun rumah dinas dan kantor sebagai
simbol pusat kekuasaan, sementara pelayanan publik maupun
pembangunan infrastruktur dasar sebagal overhead socinl tidak
menjadi urgen.

Setelah berkuasa satu periode, hasrat untuk berkuasa
kembali makin kuat. Mereka menikmati “kerajaan” itu seoclah
menjadi milik dan keluarganya, tidak sedikit suami menduduki
jabatan bupati/walikota atau gubernur, istri pun ikut mengatur
kedudukan dan jatah "kue” dipemerintahan suaminya. Selama
menduduki jabatan kepala daerah yang terpikir bagi mereka
mengumpulkan harta (rent seckers) sebanyak-banyaknya untuk
digunakan pembiayaan politik periode berikutnya. Jika perlu untuk
memperkuat posisi kekuasaannya, istri, suami, anak  atau
menantunya disisipkan di partai politik. Karena itu tidak
mengherankan ada beberapa daerah suaminya bupatifwalikota
istrinya pimpinan dewan.

Fenomena Pilkada yang sudah berlangsung, juga makin
menunjukkan perilaku monarki, seperti istri menggantikan posisi
suaminya karena sudah dua periode menjabat bupati/walikota, atau
anak menggantikan ayahnya sebagai kepala daerah. Tentu saja
sepanjang dipilih secara “demokratis” tidak ada masalah istri
menggantikan suami, atau anak menggantikan ayahnya. Akan

Monarki Pemilihan Langsung Jauh Lebih Berbahaya

tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, kepala daes
berkuasa (incumbeni} umumnya diraih dengan berbagai
diluar kaidah-kaidah demokrasi. Sebagai incumbent ya
mewariskan “tahtanya” kepada istri atau anaknya posisin:
divntungkan, karena menggunakan kekuasaan dan ja
untuk mempengaruhi para pemilih dengan menggerakk
birokrasi, simultan dengan mesin politik.

Sebagiana besar kondisi masyarakat yang
pragmatis, proses pendidikan polittk makin minir
kencenderungan untuk memilih bagi calon kepala daes
punya modal. Pertanyaannya, siapa calon yang pal
modalnya? Sudah pasti incumbent, modal vang dimiliki
besar dari hasil perburuan rente selama berkuasa atau m
sponsor (pengusaha). Semenetara calon kepala daer
memiliki kapasitas tapi tidak punya modal besar, jangan ha
dipilih oleh rakyat. Fenomena lain yang dapat ditangk
justru menyuburkan perilaku politik monarki di daeral
bupati/walikota dengan pimpinan dewan kakak berac
bahkan ada daerah di NTB kepala daerah dan wakilm
beradik. Nalar sehat, dan nurani yang bersih tentu :
menerima atas fenomena ini. Pertanyaan penting yang
ajukan, kepemimpinan seperti ini apakah bukan monarki?

Anggapan saya ini adalah model kepemimpinan
dalam bentuk lain yang justru merusak tatanan demokras
olah tidak ada lagi orang lain yang bisa menjadi kepala dae
memang sermua pintu munculnya kepemimpinan alternati
rapat. Sebagai dampak dari makin dikuasainya semua reso
penguasa atau raja-raja kecil di daerah. Dalam proses
langsung juga semestinya menjadi perhatian serius oleh pe
pusat, yakni makin massifnya money politics dalam proses
langsung, atau memanfaatkan jabatan dan fasilitas negars
jabatan dengan segala macam cara jelas sangat bertentanga
proses demokrasi. Lalu kenapa hanya mempersoalkan
Yokyakarta yang sudah terbukti berjalan efektif dan k
Sementara kebanyakan daerah yang dianggap kepala d.
dipilih langsung oleh rakyat justru tidak kondusif,



UUMKM menunjukkan bahwa sektor ini sangat
ks ehagai tulang punggung perekonomian nasional,
Wl moneter tahun 1998 dan krisis global 2008
Wlll nasional (mudti national comparny) banyak yang
i nektor UMKM tetap bertahan, malahan tumbuh,
M wipek kebijakan, seringkali kurang mendapatkan
il yang besar, justru MNC menjadi anak kesayangan
Wbt triliunan rupiah pada saat rontok.
W dirl pengalaman dua krisis sebelumnya, sejumlah
Milar bahwa peranan UKM sangat strategis dalam
il pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, negara-
i, termasuk Amerika Serikat, mempercepat layvanan
n sl terhadap pelaku UKM. Dari segi kontribusi,
memberikan konstribusi terhadap perekonomian
W1} sudah lebih dari 50 %, bahkan tahun 2010 diprediksi
| transaksinya.
kondisi ini, UMKM tidak dapat dianggap remeh
Il penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian
IIMKM menyebutkan, sampai saat ini jumlah populasi
Hipn) 49,8 juta unit usaha atau 99, 9% dari total usaha di
Nimilah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta
#1,1% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari
M, pemerintah pusat, juga sebagian besar pemerintah
Mionjot program-program pemberdayaan masyarakat,
Winlngkatkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
! tiliun untuk menjamin kredit lunak sebesar Rp. 20

Wl wiyangnya, program ini kurang berjalan maksimal
Wilapkan pada berbagai kendala. Kondisi geografi dan
Wilnp daerah berbeda, sehingga akses informasi tentang

Wi (an pemasaran produk UMKM cukup menyulitkan.

i webagian pemerintah daerah, program pengembangan

Wiy nebatas lipservice sebagai pencitraan keberpihakan

i konomi kecil pada saat kampanye Pilkada. Setelah

luri rent seckers, sebagian kepala daerah kurang

1 UMEM sebab kurang mendatangkan manfaat

pengembalian pembiayaan kegiatan politik.

LIMKM di daerah, masih banyak kendala, kendati

ierah) sudah berlomba-lomba menerapkan "one stap
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services". Selain kualitas produk dan manajemen pengelolaan untuk
melakukan inovasi masih rendah yang sebetulnya butuh bimbingan
pemerintah daerah.

Sebagian kepala dacrah masih berkeyakinan, bahwa
perekonomian di sektor industrilah yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini tidak salah, tapi realitasnya
menunjukkan bahwa berharap investasi untuk industri besar (sektor
riil) saat ini sangat sulit. Uang (investasi) yang masuk ke Indonesia
memang mengalir deras, akan tetapi lebih banyak terserap ke sektor
keuangan, terutama memburu SBI. Industri perbankan tidak jauh
berbeda, lebih merasa comfortable menyimpan vangnya di SBI
ketimbang menyalurkan kredit ke UMKM yang dianggap memiliki
resiko tinggi. Kendati BI sudah menurunkan BI rate pada posisi 6,5
%, tapi bunga kredit perbankan masih di atas 10 %. Selain investasi
di sektor keuangan, investasi di sektor telekomunikasi dan mining
masih menjadi primadona. Jenis investasi vang terakhir ini, tidak
merata kesemua daerah, hanya provinsi yang memiliki kekayaan
5DA yang dapat menikmatinya,

Tidak salah kemudian, pemerintah daerah terutama yang
miskin SDA harus menggenjot pengembangan sektor UMKM yang
sudah terbukti mampu memberikan kontriubusi yang tidak sedikit,
termasuk penyerapan tenaga kerja. Upaya dan road show gubernur,
bupati/walikota sampai keluar negeri untuk menggaet investasi
masih sangat sulit dalam realisasi, karena banyaknya hambatan
investasi yang terkadang tidak disadari pemerintah daerah. Daerah
yang minim SDA, harus lebih fokus pada pengembangan UMKM,
karena itu lebih realistis.

Pada tingkat pemerintah pusat, sudah banyak program yang
ditelorkan, tapi sinergi dengan pemerintah daerah belum sejalan
secara optimal. Karena itu, tidak mengherankan kemudian laporan
"Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepeneurs" yang
dirilis oleh International Finance Corporation (IFC) dan World

UMKM Anak Tiri yang Menghidupi Perekonomian Nasional

Bank menempatkan Indonesia pada posisi 121, melorot
sebelumnya berada diperingkat 115 dari 183 negara yar
Laporan ini merupakan yang ke-8 dari rangkaian laporai
yang dipublikasikan oleh mereka dengan menilai as|
regulasi bisnis kunei untuk perusahaan lokal,

Peringkat dibuat berdasarkan 9 topik yang di
berbagai indikator. 'Doing Business 2017’ i meliputi pel
2009 hingga Mei 2010. Sembilan indikator itu adalah:
bisnis, berkaitan dengan izin konstruksi, pendaftaran prope
kredit, perlindungan investor, pembayaran pajak, perdagan
batas, pelaksanaan kontrak dan penutupan bisnis. Dari
indikator usaha yang dijadikan dasar penilaian 'doing
Indonesia, enam indikator menunjukan penurunan yakni pe
properti, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan
investor, pajak, kontrak usaha, dan penutupan bisnis. T
dianggap paling buruk adalah akses kredit, dan sedikit m
kenaikan (perbaikan) adalah permulaan bisnis. Hasil inj 1
bertolak belakang dengan hasil survey dari World Econom
yang merilis peringkat daya saing Indonesia meningkat d
ke 55 naik pada posisi ke 44. Survey yang terakhir cukup di
dengan baik oleh pemerintah, sementara survey IFC
pemerintah sepertinya kurang happy.

Apapun hasil survey tentang daya saing Indones
diterima dengan terbuka sembari terus melakukan perbai
investasi bisa terus mengalir. Jangan hanya mau meneri
survey vang baik-baik saja, karena itu tidak akan me
semangat melakukan perbaikan. Pada tingkat lokal, pe
daerah memiliki kewajiban untuk terus membenahi pelay:
menciptakan iklim usaha yang kondusif Selama ini, pe
daerah terlalu bergantung transfer dan bantuan dari pe
pusat, bertumpu pada supply side, artinya pemerintah |
sebagai produsen dan bersedia menciptakan barang dan ja
menggerakkan perekonomian, kegiatan ekonomi daers
banyak bergantung dari pemerintah. Sementara penge:
ekonomi lokal dari demand side kurang diperhatikan,
konsumen (rakyat) dan permintaan mereka untuk barang
merupakan penggerak utama ekonomi. Salah satunya sektor
yang berbasis lokal, terutama kegiatan ekonomi kreatif ser
terus didorong sebagai engine of growth ekonomi.
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_l 1| il berbagai negara masih saja terus terjadi,
i seolah tidak mengenal perikemanusiaan.
lingan Suyati karena membunuh majikannya
Mimyarnkat yang care terhadap kasus ini. Jika
il muncul, terutama jika menjadi Aeadiine
N pemerintah seolah sigap, terkesan sangat
ek yang mengalami kekerasan. Sehingga
! penanganan  yang reaktif, ibarat pemadam
Ik torfndi kebakaran. Setelah padam apinya, para
I M markas mercka, dan sepanjang tidak ada
honyak berdiam diri,
i, TKhW dari Dompu NTB yang mengalami
Wi il gunting oleh majikannya di Arab Saudi, serta
Rumalasari TKW dari Cianjur kemudian jasadnya
il yang mencuat akhir tahun lalu bukan kasus
Postiwn yang memilukan ini menggambarkan bahwa
sulah tidak memiliki martabat sama sekali, jika ia
[k sekalipun semestinya tidak diperlakukan seperti
' " Iitl sudah berulang kali terjadi, bahkan kasus yang
_..._. Wiiyn sajn tidak terekspose secara luas oleh media.
e Muyatl, dar segi usia, merunut pada aturan
W Uik dibolehkan lagi menjadi TKI, ia menghadapi
eilih seorang dird, karena negara tidak hadir di sana.
1 funcung, pemerintah tidak mengetahui sama sekali,
W pesldengan kendati diklaim oleh pemerintah sudah
kum. Tapi faktanya keringanan hukum tidak
. mengindikasikan perhatian terhadap Suyati
bertanggungjawab  tidak maksimal karena upaya
b wln, wehingga pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi

sk

i Wawis 1K1 serupa muncul seperti ini, tipikal pemangku
isllat Hidah, tindakannya defensif membela diri seolah
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Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan
Lemahnya Perlindungan (1)

sudah berbuat, bahkan ada kementerian yang menangani masalah ini
menterinya rajin mengiklan diri setiap usai menandatangani MoU tentang
ketenagaketjaan sebagai bukti "keberhasilannya” membenahi regulasi
ketenagakerjaan. Namun begitu masalah TK! muncul, pihaknya
menganggap bahwa yang memiliki jangkauan kewenangan pelaksanaan,
lembaga lain. Kasus pemancungan Suyati, sudah direspon oleh presiden
meski sangat terlambat bila dibandingkan respon terhadap permasalahan
yang mendera diri dan keluarganya, seperti SMS fitnah, pemberitaan
negatif dari media asing, atau merasa jadi sasaran teroris.

Ini indikasi bahwa pemerintah begitu lemah memberikan
perlindungan terhadap warganya, diplomasi terhadap negara tujuan
pengiriman TKI begitu lemah, terutama TKW yang berprofesi sebagai
pekerja rumah tangga (pekerja migran). Padahal mereka sangat berjasa
mendatangkan remitansi (devisa) terhadap negara, karena itu
disandangkan gelar, TKI sebagai pahlawan devisa. Berdasarkan data
Worl Bank, pada tahun 2009 remitansi yang didatangkan para TKI di
luar negeri memberikan kontribusi sekitar 1,3 persen terhadap PDB atau
sekitar 6.793 dollar AS. Keberadaan mereka menyumbang remitansi
terhadap negara asal dan ekonomi global, Sangat signifikan peran
mereka, sekali pun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
memungkin produksi barang dan jasa, implikasinya terhadap perputaran
ekonomi global terus beralan,

Dampak ikutan ekonomi atas kehadiran mereka cukup luas,
menggiatkan bisnis perbankan, pengiriman barang dan uang, industri
penerbangan dan firma hukum. Kondisi ini tentu saja menggiurkan
banyak pihak, tidak hanya bagi TKI itu sendiri akan tetapi juga banyak
berkepentingan, terutama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PJTKI). Jumlah PJTKI terus mengalami penambahan, jasa TKI (pekerja
migran) sepertinya menjadi “tambang emas” buat mereka. Calo dan
kepanjangan tangan para PJTKI bergentanyangan keluar masuk
kampung. Tempat-tempat sasaran beroperasi mereka di kampung-
kampung jumlah penduduknya relatif padat, dan di kantong-kantong
kemiskinan. Mereka beroperasi mencari calon tenaga kerja dengan
menjanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Di tengah himpitan ekonomi, dan lingkaran setan kemiskinan
terus melilit tidak ada pilihan lain, tawaran itu cukup menggiurkan,

Kendati para pekerja migran (TKW) meninggalkan anal
selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan hasil survey
remitansi TKI yang dirilis oleh Bank Indonesia, bahwa mot
para pekerja migran yakni mencari penghasilan yang
mengumpulkan modal untuk membuka usaha, menambah
karena penghasilan suami kurang, terbatasnya lapangan p
diajak tetangga, teman atau keluarga.

Jika ada pilihan lain profesi yang dapat di
mencukupi biaya hidup mereka, menjadi buruh migran
menjadi pilihan, Pekerja migran yang bekerja di luar n
banyak resiko dan pengorbanan, tapi kenyataannya tidak daj
karena tuntutan ekonomi. Selain alasan ekonomi, pekerja m
karena ada faktor pendorong dan penarik di dalamnya. Kh
menyebutkan bahwa fenomena buruh migran tak uba
urbanisasi, faktor penariknya peluang kerja di luar negeri
contch pendahulu yang "sukses”. Sebaliknya, lapangan
desa, kemiskinan dan marginalisasi menjadi faktor pendoron

Asumsi saya, faktor pendorong dan penarik ds
dengan cara menghentikan pengiriman TKI (pekerja m
sektor non formal, karena merekalah yang rentang terhada
Cara lain dengan membangun indusiri pertanian, atau
lapangan kerja di desa. Tapi sayang pemerintah, melalui Me
Kerja dan Transmigrasi berasumsi bahwa menghentikan
pekerja migran "melanggar” hak azasi manusia untuk |
pekerjaan. Tanpa di sadari bahwa pemerintah justru lalai
gagal memberikan penghidupan yang layak bagi
pemerintahlah yang sesungguhnya melanggar hak azasi masy

Ia lupa bahwa menjadi pekerja migran dipilih kare
lapangan kerja di desa mereka, indikasinya bisa dilihat seks
nasional angka kemiskinan terus menurun, namun pad
bersamaan angka kemiskin di pedesaan justru meningkat, M
kemiskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya
sektor pertanian (baik lahan, maupun petani). Demil
kepemilikan lahan makin menyusut, rata-rata kepemilikan
petani saat ini sekitar 0,25 Ha. Pembangunan yang ferus
justru membuat mereka makin terdesak (terpinggirkan). Bers
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Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan

Lemahnya Perlindungan (2)

berupa lahan dan perumahan dijual den kembali menggeluti pekerjsannya semula, pembantu rumah langga dilusr negeri adalah 21 tahun, Tapi ayatanya ban;
Kechadiran  Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dibutuhkan  disini, dibawah 21 tshun dipekerjakan melalui perdagangan manusia [rrafick
menyambungkan kepentingan dacrah asal dan daserah tujuan transmigrasi. Meskipun bekena diluar negeri dengan memanupulas umur mereka
urusan ketenagakerjaan berbasis tansmigrasi sudah diserahkan ke daerah, tidek berarti Sementara peristiwa kekerasun yang mendera pard pekerja
kementerian ini membiarkan begitu saja. wilayah timur tengah, juga menunjukkan titik lemah pemerintah karen:
perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan pencmpatan TKW. Peki
Lemahaya Perlindungan TKI L hanya dihubungkan dengan penyalur tenaga kerja melalui agen. Status pek
Kematian, kekerasan dan pemancungan para pekerja migran manped TKE  niuk pekerja rumah tangga dianggap urusan internal rumah tangea bagi 1
SECara E&E.:._.E =su._r tetap EEE_. Bahkan ada 23 kasus yang sama dialami  yorena pekerja migran bukan dianggap sebagai pekerja (buruh). Pena
semacam Suyati menanti di Arab Seudi. Scharusnya lembaga vang menangani mereka  nenoawssan berada di kementerian dalam negeri tempat bekerja para
bekerja keras membantu, dan terpenting mengatasi sumber masalahnya, sebab  Lementeriam tenaga kerja. Implikasinya, mereka tidak terikat dengan
hukuman dan .m_n-uukﬂ._. Gu.m_. TE1 m_mw.._h“_u akibat, E_._.___mE._.um_uﬁ—u. Dari seg kelembagaan ketenagakeriaan.Secara antropologis kultur orang Arab dan Indonesia sany
yang menangani TKI di luar negeri sudah lebih dari cukup, ada Kemenakertrans,  rojagi sender sangat tidak setara. Bagi orang Arab, pembantu rumah tu
BP2TKI, Kemenly, PJTKI dan Kementenan Hukum HAM. Tapi umtuk mengatasi  podak jika ia seorang wanita maka herhak dimiliki oleh tuannya (pria). |
HEE__“E St K e v_ﬂnﬂ.ﬁ-. i jﬁ Eﬂ,ﬁ. Eﬂamﬁ.ﬂ:&ﬁ dokumen dan alat komunikasi TKW berhak dikontrol oleh majikan
yang terbiasa menyelesal masalah lewst Satuan Tugas (Satgas). entu PP T . .
Gatias sudah barang tentu memiliki imphkasi, baik penganggaran maupun sl Hsu%”._: ini sulit dirubah, termasuk persepsi bagi pemerintah dinegara-r
kenapa tidak memaksimalken saja lembaga yang sudah adaf’ Dengan melihat kondisi itu, rasanya kebijakan pemerintah untul
Permasalahan TK di luar negeri begitu banyak dan beragam, akan felapi  glay komunikasi (handphone) bagi para pekeria migran bukan solus
yang wm..m_“. muncul kepermukaan kasusnya yang an_qe.m_ yaitu di Arab Saudi dan mengurangi kekerasan bagi mercka. Paling penting dari semua ifu o
En__w___.ws. Meski demikian, kasus per kasus mengalami penurunan .mnu.m.: Eumi perlindungan yang jelas dan tegas. Ada hukum tertulis secara terinteg
pemerintah termasuk yang memcgang otoritas penempatan TKD di luar nCER  perjanjian kerja antar kedua negira. Selsm ini tidak ada mekanisme da
szﬂdx:_ bahwa jumlah pekerja migran (TKD __E.EEE.E ferus  menurun. hukum yang permanen unnzk melindungi pekerja migran.
Mansjemen penempatan dan perlindungan bagi mercke makin membalk Tidac Persoalan perfindungan pekerja migran, patut kita belajar dari
tanggung-tanggung presiden pun membanggakan perbaikan ini yang disampalkan  peligdungi pekerja migran mercka. Para pekerja migran Filipma se
lewa pidatonya dihadapan peserta konferensi 1LO awal bulan . Lain halnya dafi  gipckali keterampilan memadal, aspelcaspe perlindunganpun _dimuat d
pandangan LSM seperti Migran Care, menurutniya angka TK| bermasalah masih tinggl.  Lerja standar yang ditandatangani antar pekerja migran asal Filipna dan n
ot moreka menunjukkan bawa TKI (TKW) bermasalah, khusus di Arsb Saudi  nlaysia, antara lnn jam kerja tidak Iebih dar 10 jam, dengan Wil
manpun tidak digaji. Sementara data pemerintah (BNP2TKI) hanya mencatat fatuséh jyqk dan makan tiga kali seharl, bebas biaya kesehatan dat rumah saki
Qrang. —..u.n-._ugm_m__.- angka statistik ini mmg_.__-mw.”m.ﬂ.._anw HE....E.&.._ masalah, tidak ada migran sakit, E._._WMN n_ﬂ_.-m.nwmw_! kontrak mn.aﬂmm. oleh kedutaan q..:._n_._.ﬂ.n .
salahnya pemerintsh dan LSM yang memiliki kompetensi melakukan advokasi  gleh Fhilippine Overseas Employment Agency {(Kompas, 26/11/2010).
terhadap pekerja migran bekerjasama, dan saling bersinergi. : : Selain perlindungan, pola rekrutmen, pengawasan dan pencmpatan perlu
Tidak dapat disanghal, jusirs pemerintah terkesan mencgasikan peran LEM diverketat, Umumnya calon lenaga kerja yan diar: dibeea
seperti data-data yang di lansir Migran Care. Dalam dialog yang cukup panas di salah et " " A, Mot YARE k jghatlcn:
salu televisi swista nasional makin memperkuat dugasn saya ini, data Migran Care kemampuan _E_Qpn..ﬁ__uz ey berbahasa semua discrahkan kepi
menunjukkan bahwa pekerja migran yang menghadapi masalah di Malaysia saja ada  tenaga Kega Pemerintah Iebih banyak bertumpu pada admnistratifny:
sekitar 4.000-an, sementara data BNP2TKI melansir “hanya” seratusan. Terkesan, data seriifikasi calon tenaga kerja, dan termyata sertifikasinya juga mudah dip
pemerintahiah yang paling ssh seperti yang diungkapkan oleh kepala ENFITE]  Kasus Sumiati menjadi cormin yang terang, ia tetap diberangkatkan k
{ Jurnlur :d_m%ni Ezpnﬁaﬁﬁﬁ Care _ﬁ“_azzm_% H_HLEw_M_ .ﬁ.ﬁ? kendati tidak dapat berbahasa Inggris dan Arab. Dengan kemampuan
rasan yang dialami para pekerja migran jauh sehelum umiali maupun . = - Ao :
Kokom sudah banyak, tapi penyclesaian secara hulum tidak funtas, serta peristiwa ﬁﬁﬁﬁjxaeﬁ r&:.ﬁmﬁiﬂ.ﬁwﬁﬁﬁ _ﬁwﬂ_ EE_E__.__E
serupa terus berulang. Afirmasinya, pemerintah sangat lemah melakukan diplomasi ") g ATEN. menge e yeng
terhadap perindungan TKI. Kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran ke Mercka merasa kecewa karena pekerja rumah tangga yang didapat tidak
Malaysia misalnya tidak berjalan efcktif, karena pekerja migran ini tetap banyak yang  ckspektasinya. Dugaan saya, kekecewaannya kerap ditimpakan kepada
berungkat. Demikian juga UU Mo, 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  dengan kekerasan yang berulang-ulang, puda akhimya seperti kasus Suy
Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai Iagi diperlakukan kesar pada akhimya ia hertindak nekat
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M. Amier Arham*
il Pusat studi Kebijakan Publik Sulteng
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Pemilihan Umum (Pemilu) sepertinya bukan lagi acara
wemilih wakil dan calon pemimpin. Ia sudah menjadi
Wiidgrung membosankan dan kurang memiliki lagi daya
wikiu lima tahun, setidaknya rakyal disibukkan dengan
illng sedikit empat event Pemilu (Pemilu legislatif,
milukada gubernur dan Pemilukada walikota'bupati).
oo il oleh rakyat Sulawesi Tengah,

hiyn  I'emilu  yang berlangsung di Indonesia schagai
ponerapan demokrasi. Meskipun terkadang “demokrasi”
butan apakah ia menjadi tujuan atau hanya “sarans™
paan, Dalam  banyak studi dan  literamr  klasik
Ml negora yang relatif demokratis perekonomiannya
| ikyuinyn lebih sejahtera. Tentu saja hasil studi ini perly
I Iarynk juga negara menunjukkan perkembangan politik
i), demokrasi tidak berjalan baik, akan tetapi
Piikup maju. Tiongkok dan Singapura boleh kita rujuk
i sudah maju sceara ckonomi, tapi terkebelakang dengan

Mhisilgnsl  yang sudah  berjalan baik, belum tentu
lipin yang baik. Apalagi jika pemimpin lahir dari
ying hanya bersifat prosedural. Meski demokrasi itu
ilengan prinsip suara terbanyak, entsh dengan cara
plapatkan suara terbanyak, sementara supply pemimpin
W ik, kendati pintu bagi calon independen sudah dibuka
0 el membutuhkan kapitalisasi yang besar, menyulitkan
Wi, Hementara figur vang ditawarkan oleh partai politik
Wlinpln, boik pada level nasional maupun lokal masih
(o Jagd, foe lagi), Pada akhimyz, figur pemimpin yang
by nl mangat terbatas, atau vang itu-ita lagi.

Wl Pemilukada (baca pemilihan gubernur) Sulawesi
wilile, juga tidak terlepas dari kondisi itu, masih
ki 4 1", atau figur lama, dan isu-isu kampanye
g Untuk Pilgob tahun ini, ada lima pasangan
i Ngur barm, bahkan itu -itu juga vang bertarung

0 Post, 12 April 2011

lima tahun lale. Kalanpun ada calon gubernurnya figur yang bam, tapi
pasangannya figur lama yang sama-sama pernah berkuasa. Isu kampanye
yang diosung pusarannya pada  keterbelakangan Sulawesi Tengah
diberbagai bidang. Pada sisi lain, calon yang pernah berkuasa merasa
“herhasil” dan “berpengalaman’.

Dari semua itu, ada fakta ckonomi yang menunjukkan bahwa
Sulawesi' Tengah merupakan provinsi yang terluas di regional Sulawesi,
paling kaya vang merupakan resowrces vang dapat menciptakan welfare
buat masyarakat. Meskipun fakta juga menunjukkan bahwa daerah ini juga
relatif tertinggal dengan provinsi tetangganya, meskipun provinsi vang baru
dimekarkan. Kondisi ini disadan oleh pemerintah daerah, baik pada level
provinsi maupun kabupaten/kota, karena itu diperlukan Inpres percepatan
pembangunan,

Melihat kondisi i, sembari mencermati para figur yang
bertarung pada 6 April lalu apakah rakyat Sulawesi Tengah masih punya
ckspektasi agar dacrahnya menjadi lebih maju, karena ditopang oleh
resources yang cukup banyak? Mengingat, semua pasangan calon gubernur-
wakil gubernur masih berpusar pada pada tokoh-tokoh *4 L". Sulawesi
Tengah yang kaya resources, butuh pasangan pemimpin muda dan visioner,
savang hasrat itu sepertinva belum dapat terwujud selama lima tahun
kedepan. Wajar rakyat pesimis dengan para figur yang bertarung, meskipun
tetap kita harus punya asa untuk maju, setelash pasangan Longki-Sudario
meraih suara lerbanyak.

Sofyan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia),
kendeti ia seorang turunan Tionghoa, tapi nasionalismenya tidak dapat
diragukan. Ia merupakan salah seorang kelompok minoritas menjadi bagian
penting aktifis 66 pada masa lalu. Sckali waktu pernah  berjar,
perekonomian kita bisa tumbuh 6 %, sekalipun pemerintah tidak perlu
bekerja, dan tidur-tiduran saja. Rakyat akan bekerja sendiri, hal ini mungkin
serupa dialami oleh rakyat Sulawesi Tengah. Daerah ini diklaim sebagai
penghasil rotan dan kakao terbesar di Indonesia, sementara Indonesia
termasuk salah satu negara penghasil kakao terbesar dunia. selain Pantai
Gading. Berarti Sulawasi Tengah termasuk kontributor kakao dunia, tapi
saya mungkin miopik schingga kurang jelas penglihatannya terhadap
kebijakan pengembangangan kakao Sulawesi Tengah yang dijalankan oleh
pemerintah, baik pada level provinsi maupun kabupaten penghasil.

Semoga bacaan saya yang sempit, tidak mengikuti perkembangan
kalau ada kebijakan inovatif dari pemerintah untuk mengembangkan kakao.
Kebun kakao vang ada di Sulawesi Tengah “nyaris” tak ada sentuhan dari
pemerintah, produksi kakao yang tinggi diklaim keberhasilan tidak

Hasil Pilgub Sulawesi Tengah, Menggantang Asa

lepas dari jerih payah petani itu sendiri, mulai penyiapan lahan, p
pemeliharaan, panen, pasca panen dan penjualan semua dilak
petani, Pemerintah tidak (belum)} memberikan sentuban untuk me;
produksi kakao, semua dilakukan sendiri oleh petani.

Sampai disitu, idealnya dalam proses penggar:
pemeliharaan biarkan petani bekerja sendiri, akan tetapi pada pe
pemeriniah tidak boleh lagi absen, apalagi menyangkul |
Pemerintah harus men-grive hasil panen kakao, atan produk
lainmya ke kantong-kantong pasar, baik regional maupun int
Suatu kenyataan, Gorontalo sudah dilabel sebagai penghasil jagur
jagung itu sendiri banyak yang didatangkan dari Sulawesi Tengal
Sulawesi Selatan. Karena itu dalam kampanye Pilgub baru-ba
sorotan, Sulawesi Barat yang baru dimekarkan sudah bergerak c
maju, Gorontalo baru lahir beberapa hari lale sudah lebih maju,
yeng bersamaan ada komplain dari pasangan lain yang dia
menyesatkan, bahwa jagung Gorontalo tidak seberapa, produk kal
lebih rendah dari Sulteng.

Masalahnya, bukan berapa banyak jagung yang dips
Gorontalo dan berapa banyak yang diangkut dari Sulteng, tapi |
Gorontalo mampu men-drive komoditi ini kejalur pasar int
Dengan permintaan yang tinggi, dan supply yang kurang dari
sendiri, maka tentu akan mencari supply aliernatif, karena mer
memiliki "brand”. Dengan tidak memiliki pretensi menggurui, |
mendasar Sulwesi Tengah, adalah kemampuan pemimpinnya w
drive hasil komoditi pertanian yang lemah, ussha dan inov
membuat “brand” tidak ada.

Dalam hayalan sava, gubernur-wakil gubemur yang ter
pilgub tanggal 6 April 2011 dapat melakukan banyak inovasi.
pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak boleh berjalan send
Apalagi hanya menjalankan muitinitas pemerintahan semata, la
melakukan inovasi. Sebab kunci dari kemajuan suatu daerzh ter
inovasi dan kreatifitas, kendati daerah kava ditambah kucuran d
percepatan pembangunan, niscaya dacrah ini selamanyz akan
disemua bidang, Hal ini sudah menjadi bukti, Inpres percep
mampu mengakselarasi pembangunan Sulawesi Tengah, Wajas
berharap hasil Pilgub kali ini, meskipun kita tahu bukan hasil
yang paling ideal, tapi minimal rakyal Sulawesi Tengah dapat me
asa pada kedua figur yang sama-sama pemah memimpin )
Semogall



filin terakhir chspansi bisnis perbenkan di Gorontalo cukup
ik tahum 2000 = 2011 ada empat bank swasta yang membuka

i lank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega, Bank Sinar
__. filonal Indonesia. Dengan makin banyaknya bank & Gorontalo,
hetat unbik menghimpun dana pihak ketiga, selain untuk
Musing-masing bank swasta ini sudeh barang tent mem-berikan
W0l menawarkan produk lavanan yang memiliki daya tarik.
iy bank swasta di Gorontalo akan menguntungkan bagi masya-
b lnysnan perbankan makin variatif baik unuk menabung maupun

Wik wwasta vang makin ekspansif membuka cabang baru, tidak dapat
Wik dari pertumbuhan ekonomi, azaw sebaliknya dengan makin
0 g dopat menyalurkan kredit (asumsinya, jumlsh vang beredar
ilimpak terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demilian, tidak
.. I menjadi sehat, justru sehaliknya dapat menciptakan *paradox
Weinpektif i, kita asumsikan saja bahwa pereko-nomisn Goromtalo
hank umum (swesta) makin berlambah. Permintzan kredit terus
sl tahun, sebagai data pendukung per-mintaan kredil perbankan
Whatan jiks dibandingkan dengan tahun  schelumnyae Posisi
Uil g ks menurut hasil rilis BI Gorontalo, per Februari 2011 sudah
W, padn bulan yang sama di tahun 2010 penyaluran kredit hanya

il maualah bagi perbankan itu sendiri, apabila pengucuran kredit
| i yong dihimpun dari pihak ketiga (dana lokal), karena itu bank
Sirmim dana antar kentor bank untuk memenuhi permintaan kredit
ik ternebut akan memberatkan bagi benk peminjam, karena bunga
Wil dibendingkan dengan bunga yang dihimpun dari dana lokal. Crari
i, Uwnn pihek ketiga muerni yang dihimpon di Gorontalo sampai
Wb sobenss Rp. 2,16 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelummnya
Wil Dengan membandingkan dengan data penyaluran kredit dengan
W ililinpun tesjadi disparitas yang mencapal hampie Rp. 1 triliun. Sat
. pestibiinan kredit meningkat tajam, bahkan melampaui target nasional
Pitisila baik bagi perekonomian Gorontalo, karena kredit mengalami
Wi tapl kondisi seperti ini tidak dapat dibigrken begitu saja. Karena
Wl peibankan di Gorontalo lebih dari separuh untuk kredit konsumsi.
W Wlalaly wimg vang dipinjam digunakan untuk keperluan pribadi atau
Ul bk mervpakan hal yang baik karcna kredit konsumsi memiliki
it yuin relotif rendah, Wamun, dilikat dari kontribusinya terhadap
Wil dominasi kredit konsumtif menenjukkan bahwa  peran
Wl enitinuilus pertumbuhan ekonomi kurang optimal, karena kredit
Wwinbeiikan mfrplier effect yang tinggi bila dibandingkan kredit
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investasi atan modal kerja.

Walau demikian kredit konsumsi tetap berperan terhadap pertumbuhan ckonomi
daerah, hal ini meng-indikasikan bahwa perekonomian Gorontale terus meng-alami
pertumbuban fgrowthy, Meski elastisitas perfumbuhan ekonomi terhadap serapan
tenaga kerja relatif rendah. Karena itu pertumbohan ekonomi seperti ini tidak ber-
kualitas, 8 mengalami overbeating karena kurang berdam-pak terhadap penyerapan
tenaga kerja. Ditingkat nasional pun mengalami hal serupa, world bank sedah
mengingat pemerintah Indonesia untuk mewsaspadal perekonomian saat ini yang terus
tumbuh, bahkan pertumbuhannya terlalu cepat. Sementara angka pengangguran masih
tinggi, ini adalah gejala pemanasan ckonomi foverheating ecamamy,

Seiring dengan makin membaiknya kondisi makro ekonomi nasional, permintasn
kredit perbankan juga makin tumbuh, Bank umum terus membukukan pertumbuhan
keuntungan (profit) sepanjang tahun 2010 lale, meskipun suku bunga bank luar negeri
lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga dalam negeri. Akan tetapi keadaan ini
sckaligus menjadi daya tank untuk berinvestasi di sekior keuangan, bahkan bank
umum pun ikut-ikutan lebih suka menyimpan uangnya di Bl karcna tingginya suku
bunga, dibandingkan untuk menvalurkan kredit ke sekior usaha. Dampaknya, beban BI
terus bertambah untuk membayar bunga, sektor industri kurang berkembang terutama
industri berbasis labor intensive.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Dacrah?:

Makin tingginya permintaan kredit perbankan terutama untuk konsumsi, memancing
beberapa bank umum melakukan ekspansi membuka cabang baru di beberapa daerah,
Selain ity, bank-bank wmum nesional dalsm menyalurkan kredit konsumsi sudah
semakin mudah, Tengok saja bagaimana bank menawarkan produknya di pusat-pusat
perbelanjaan dengan membuka gerai uniuk menjaring calon pengguna kartu kredit
feredit card), dengan proses yang sangat mudah.

Penawaran kartu redit vang makin massif, kurang selektif terhadap calon pengouna,
balk dari segi usia maupun penghasilan berimplikasi pada kemampuan untuk
membayar utang, Tidak berbeda jauh, pemberian kredit konsumsi untuk para PHS
prosesnya pun begiin gampang. Akan lain halnya kredit investasi, atau lredit uniuk
usgha kecil yang menventuh langsung masyarakst berpenghasilan rendsh, perilaku
bank berkebalikan. Syaratnya cukup ketat, prosedumya refatif berbelit-belit.

Secars nasional, pada tahun 2010 permintasn kredit untuk kensumsi mencapai 30,6
persen dan total permintaan kredit, lebih tinggi dani kredit investasi sekitar 20 persen.

Pertumbuhan Kredit Perbankan di Gorontalo, “Paradoks Ekonomi”

Dilihat dari penyaluran kredit secara sektoral, partum-buhan kredit selama
ditopang oleh kredit perumahan, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga Dit
(Gorontalo) tidak jaub berbeda dengan kondisi nasional, Penvaluran kredit |
Gorontalo mendominasi pangsa kredit terbesar di Gorontalo vaitu sel
persen, Sementara itu, kredit modal kerga tercatat memiliki pangsa sed
persen lerhadap total kredit,

Apabila dikaitkan dengan pertumbuban ekonomi Gorontalo dengan de
kredit, asumsinya dapat mengakselarasi pertumbuhan ekonomi sekaligus
terhadap makin menurunnya jumlzh pengangguran dan angka kemiskin
merjuk pada data yvang ada, angka pengangguran di Gorontalo 2010 menc
Jiwa dari 430.334 orang angkatan kerja, sementara angka kemiskinan bel
persen, Kemiskinan Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi serta m
atas presentase nasional vang berada di tingkatan 14,15 persen. Angla-ang
hutannya tidak terlalu besar, akan tetapi jika diprosen-tasekan dengan jumia
Gorontalo, dengan membandingkan dengan provinsi yang berpendu
jumlshnya lumayan tinggi, kareny it angks tersebut memberikan gaml
buhwa perekonomian Gorontalo mengalami gejala “paradox™.

Dengan mencermiati uraian itu, kredit konsumsi vang lebih tinggi dibanding
kredit usaha di Gorontalo, peran pemerintah daersh diperlukan, dengan
kebijukan fiskal vang bersifat chkspansif Efisiensi penpgunaan anges
diperiukan, terutama untuk belanja pegawsi, sebaliknya belanja publik
sebab selama ini biaya rutin belanja pegawal merupakan salah satu koniril
permintzan kre-dit konsumsi. Ditengah rendahnya kemampuan dunia us
sangat berperan menciptakan stimulasi perekonomian deerah terutama pe
infrastruktur atap pembiayaan overhead soclal lainmya. Pada saat vang
pemerintah deerah menghilangkan berbagai jenis hambatan dunia uszha
utama dunia usiha saat ini adalah minim den rusaknya infrasiruktur, beban
usaha menjadi tmggi.

Minimnya mvestasi swasta, serta belum berkem-bangnya industri-indus
Gorontalo, kegiaten pembangunen melalui pembiayaan APBD menupakan
satunya mendorong kegiatan ckonomi produkctif, maupun menggerakian
Selain bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat menjadi san
Pemerintah pusat, sudah seharusnya membuat kebijakan yang bersifat “big
daerah, seperti Gorontalo yvang masih minim investasi swasta. "Big push
vang dimaksudkan yaitu memberkan pembiayssn yang besar pade s
potensi. Apresiast yang patut kita berikan kepada Menteri Kelaotan dar
dengan mengalokasikan dana program minapolitan sebesar Rp. 16 M, deng
di Gorontale Utera. Setidakmya ini dapat menjadi stimulasi bagi pe
Gorontalo di scktor perikanan dan kelautan vang berdampak luas bagi
Semogal
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Mesla sudah dikenal sejak dahuluy karena kekayaan alamnya,
Wjadi incaran negeri-negeri Eropa. Lama-kelamaan kekayaan
Mereka, berlanjut pada sistem kerja rodi untuk memproduksi
dibutuhkan di pasar Eropa, sekaligus menjadikan nusantara
Wejorn kolonial. Penguasasn sumberdaya alam, serta kekayaan
berlanjut hingga kini meskipun dengan metode yang berbeda,
i Inlu dikelompokkan, setidaknya ada dug potensi  utama
g dapat dijadikan sebagai “keunggulan komparatif”, yakni
Mlam dan jumiah penduduk yang besar, selain China, India dan
Wi sumberdaya alam berada di atas tanah, di bawah permukaan
di dalam lant. Meski demikian kekayaan sumberdaya
Wienjadi kutukan bangsa ini, sebah hasilnya belum mampu
Mesejahteraan secara optimal, malahan bangsa lain yang banyak

rn (miskin} masih begity mudah kita
Kol besar sampai di pelosok desa, anak
Julan, penduduk  desa

menemukan disetiap
putus sekolah disetiap
bermigrasi masuk kota mencari
1._;" liyak, TKI jutaan di luar negeri yang tidak terlindungi
Mlinnl, karena minimnya ketersediaan lapangan kerja dalam

fipek lain, berulang kali pemerintah mengklaim sukses dalam
Nl terutama mengatasi stabilitas makroekonomi, cadangan
ijknt, inflasi yang terkendali, nilai tular repigh cenderung
b kemiskinan menurun, Serapan lenaga kerja meningkat, seria
biuksesan lainnya. Pada kenyataannya memang, secara statistik

ik cerita di bidang perekonomian, pada saat yang bersamaan
W I menyimpan potensi “duka” dan amat membahayakan
lonal dalam jangka panjang. Meski efeknya sudah lerasa
i 1 pemerintah tidak beranjak dari model kebijakan
| ying ditempuh dari tahun ke tahun, Dalam PDB, jika

wewcktor  ada  sembilan  sektor sehagai  kontributor
clidaknya bila dibedah saty persatu  permasalahannya
‘miriskan hati sebagai bangsa yang kaya sumberdayas dan

g, Mulai dari sektor pertanian, sckior pertambangan dan
whior industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih,
ivkonstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

mntalo Post, o2 Mei 2011

Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (1)

pengangkutan  dan komunikasi, sektor
perusahaan dan sekior j Asa-jasa.

Mamun dari keseluruhan sektor yang disebutkan di atas, tulisan ini
hanya hendak mengulas masalah yang dihadapi sektor pertanian  dan
turunanya, sebab sektor paling banyak digeluti angkatan kerfa kita, Sektor inj
Jjuga sesungguhnya memilik keunggulan daya saing, namun jusiry terpuruk.
Tidak sekedar ity saj, akan ditelagh berbagai implikasinya secara lugs,
bahkan kedalam sub sektor. Dari konstruksi  masalah yang ada, tidak
menutup kemungkinan ada pemikiran alternatif sebagai bantalan kebijakan,

dasarnya kekayaan yang dimiliki bangsa ini begitu besar, hanya
saja pemanfaatannya kurang optimal. Bahkan kebijakannya cenderung
eksploitatif yang kurang menguntungkan secara ekologis, lebih melihat pada
aspek ekonomi dan mengabaikan faktor sosial, apalagi masalah keadilan
untuk kepentingan bangsa. Pada Jevel pengambil kebijakan birsanya ahaj
terhadap kesiapan perangkat pendukung, keberpihakan terhadap  bangsa
{nasionalisme) seringkali dikalahkan dengan pragmatisme kebijakan. Selain
itu mafioso ekonomi turut bermain pada kegiatan ekspor-impor yang kurang
peduli dengan kepentingan bangsa, mereka sesungguhnya pembury rente
yang banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah,

keuangan, persewaan dan jasa

Negara Agraris dan Membanjirnya Produk Impar Pertanian,

Indonesia  dikenal sebagai  zamrud khatulistiwa, kekayaan
sumberdaya alam sanga melimpah. Akan tetepi kekayaan itu belum
memberikan kesejahteraan secara maksimal bagi masyarakat secara luas.
Ada banyak masalah yang dihadapi bagi sektor dan subsektor pertanian,
Sekior pertanian yang meliputi tanaman pingan, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, dan hortikulpurs, Meski pada kenyataannya sekior
pertanian memiliki peran penting memberikan lapangan kerja bagi hampir
separuh angkatan kerja Indonesia, Bahkan scktor tersehut Jjuge memberikan
kontribusi yang nyata terhadap total nilaj ckspor dan produk domestik bruto
(PDB), atsu malahan menjadi scktor andalan dalam kegiatan ekspor,
terutama komoditi karet, sawit, kakao, kayu dan rotan di tengah lesunya

olahan. Namup perkembangan sekior ini masih lehil rendah

pada aktivitas di lahan pertanian (on-farm), padahal
peningkatan  kesejahieraan petani  hanya  hisa didukung  dengan
pengembangan kegiatan di luar pertanian (off~farm).

Perkembangan kegiatan  ekonomi pangan  da
diperhadapkan oleh berbagai kendala, seperti  buruknya sisten
sarana publik terutama yang di dalamnya ketersediaan air iri
Petani, jaringan jalan perdesaan untuk distribusi pasokan bahan
usahatani, dan  ketersediaan dukungan  permodalan, I
diperhadapkan pada penurunan kuantitas dan kualitas lahan teru
banyaknya lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan kom
kegiatan pertanian.

Dari sekian banyak masalah
terutama sub sekior Pangan, pada akhimya petani yang menggel
kerap diidentikkan dengan kemiskinan. Karena im banyak ¢
beralih profesi bekerja serabutan di kota-kota besar, padahal
subsekior pertanian cukup memberikan peluang untuk mens
masyarakat. Tidak itu saja, lahan pertanian tersebar luas di har
pulau-pulau  besar dj Indonesia, lzhan tidur ratusan he
termanfaatkan dengan baik. Pada saai Yang bersamasan bar
produktif beralih fungsi,

Selain itu politik

yang dihadapi sekic

pertanian, dalam hal inj berkait;
kebijakan publik di sektor pertanian  sejak orde
menunjukkan adanya keterlepasan keterkaitan antar sekior. Dala
transformasi struktural, diasumsikan bahwa peranan sektor pertan
menurun  seiring  dengan perkembangan  industri.  Meski
Pengembangan industri tidak boleh melupakan basis sumberdaya
sektor pertanian, sebab bagaimana pun juga Indonesia merupik
agraris. Sektor pertanian tetap dibutuhkan, karena ity diperfukan
teknologi melalui riset dan pengembangan terutama untuk men
produktifitas, Minimnya prasarana dan sarana pendukung sektor
serta dukungan kehijakan dengan sekior yang lerkait, seperti indus
dan bahan bakunya kerap kali tidak bersinergi. Karena ity sulit ak:
kembali predikat yang pemah di raih, Indonesis sukses
swasembada beras seperti pada tahun 1984,

Sebaliknya, dari periode ke periode pemerintahan k
politik pertanian begitu elok didengar, namun dalam impleme
tidak seindah dengan “dongen” dalam kampanye, Khusu
komoditi beras sendiri, jangankan untuk mencapai swasembada
impor beras tetap berjalan, Pemnyataan pejabat publik yang me
sektor pangan, tidak jarang kita terkesima mendengamya namu
kesempatan yang berbeda mengkerutkan kening kita mendes
Bersambung!




M. Amier Arham*
. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

k misalnya pernyataan menteri pertanian, mereka menjamin
| (20100 produksi beras nasional melampaui tingkat kebutuhan
sililnpea Indonesia tak perlu mengimpor dari luar. Malahan
i melakukan ekspor beras, Beberapa bulan Kemudian,
beriolak belakang dengan pernyataan pejabat publik lainnya,
llan lsin bagi Indonesia untok memenuhi stok pangan dalam
Wi impor beras. Bahkan Selama 2010 ini total impor beras
pemerintah jumlahnya bakal mencapai 1,33 juta ton, setelah
il penambahan impor lagi sebanyak 250 ribu ton,
il berkaitan dengan sub sektor pangan, misalnya kedelai meski
Iipl kebijakan pendukung dari pemerintah cenderung kurang,
ik pengadaan kedelai sebagai bahan baku produk makanan
I} ditutupi dengan kebijakan impor. Kedelai sebagai bahan
pembuatan makanan tempe, tahu, susu, kecap dan lain-lain
#l trendnyva meningkat setiap tahun. Sebab protein yang
Wl kedelmi cukup tinggi, dan bahkan sudah menjadi menu
masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan stok
Mnyn impor.
liksl kedelai dalam negeri kendati mengalami peningkatan,
Il, hnsil produksi petani kedelai hanya sekitar 400 ton, atau
| memenuhi kebutuhan nasional sekitar 20 % dari total
) Juln ton pertahun. Dengan demikian impor kedelai mencapai
Nobpgei komoditi pokok, seharusnya ada kebijakan affirmatif
Windorong produksi lokal yang berdampak terhadap penghasilan
gl lohan untuk produksi kedelai cukup tersedia. Upaya
produksi ito perlu di dukung oleh sektor hilir foff farm),
phijaken yang membuat harga kedelai dipesaran stabil dan
Jumlah kedelai impor. Peningkatan produksi kedelai tentu
{iiangl jumlah impor kedelai kedalam negeri. Sebab impor
prung meningkat sejak 1975, dan berlanjut hingga saat ini.
prmininan yang lebih besar akan impor juga telah diramalkan
fiyn, peningkatan impor kedelai yang mencolok belakangan ini
i bahwa produksi dalam negeri ketinggalan di bawah

fierikn Serikat telah menjadi negara pengekspor kedelai vang
| filonesia. Kendati permintaan kedelai terus meningkat selama
hliir, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam
Wi upaya meningkatkan produksi dalam negeri cenderung tidak
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ada, kafaupun ada petani enggan menanam kedelai, karena kurangnya
insentif atau stimulasi yang dapat menarik bagi petani untuk menanam
kedelai. Apalagi harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika
Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifiva
pengembangan kedelai di dalam negeri,

Untuk menckan laju impor diperlukan strategi  peningkatan
produksi melalui  peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam,
peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan
kualitas produk, peninghkatan nilai tambah, perbaikan skses pasar, perbaikan
sistem permodalan, pengembangan infrastrukiur, serta pengaturan tata niaga
dan insentif usaha. Apar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat
tercapai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i}
kebijakan pemerintah, mulai dari subsisten hulu hingga ke subsistem hilir;
{ii) komitmen dari stakeholder swasta/pengusaha untuk berpartisipasi dalam
menekan ketergantungan pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah
daergh dan aparat pertanian (penvuluh) serta masyarakat pertanian dalam
pengembangan budidaya kedelai.

Tidak jauh berbeda, gandum sebagai bahan dasar pembuatan terigu
sejak zaman orde baru hinga saat ini belum ada program pengembangan
budidaya gandum, sementara kebutuhan terigu setiap tahunnya meningkat,
bahkan diperkirakan setiap tahunnya konsumsi gandum nasional naik sekitar
6 %. Sebagai negara yang berpenduduk besar, bagi produsen gandum,
Indonesia merupakan potensi pasar yang paling baik, belum lagi kegiatan
impor komaoditi ini dimonopoli olech perusahaan yang sudah menggurita dan
linkage dengan industri makanan olahan lainnya. Untuk tahun 2000 realisasi
impor gandum menembus 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu
4,3 juta ton.

Porsi terbesar impor gandum unfuk lerigy, setara dengan 1 juia ton,
Permintaan terigu setizp tahunnya juga meningkat karena permintaan produk
olahan berbahan baku terign naik. Jadi meski terjadi peningkatan impor
gandum tidak 100 % untuk konsumsi domestik, sebagian diekspor produk
turunan terigu. Sampai disitu, bagi bangsa Indonesia cukup menguntungkan
karena negara ini sudah menjadi sentra produk makanan olahan berbahan
terigu. Tapi industri hulunya (produsen gandum) tetap menguntungkan bagi
mereka, apalagi produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi impor.
Saatnya nanti jika negara penghasil gandum mengalami gagal panen, maka
suplai pasti terganggu dan berdampak terhadap kenaikan harga-harga produk
turunan terigu (gandum).

Selama ini pengembangan budidaya gandum belum  berjalan
efektif, alasan uwtamanya gandum kurang cocok dikembangkan di daerah
tropis. Kalaupun ada, luas lahan produktivitas pandum tropis relatif masih
rendah atau tak memenuhi skala ekonomis, selain it pemerintah

Negeri Importir; Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (2)

menganggap sangal sedikit lahan yang cocok untuk gandum, karen
dengan tanaman padi. Gandum lebih cocok ditanam di daerah k
tinggi. Sepertinya, jika ini menjadi kendala utamanya, terasa agak
untuk mencari lahan seperti itu bukan perkara sulit. Saya mend
karena perhatian pemerintah belum ada, kendati gandum sudah
kebutuhan pokok. Padahal penanaman gandum di Indonesia sudah
awal abad 20 secara terbatas di Jawa yaitu di Pengalengan, Dieng,
dan Amanumbang. Luas tanaman gandum di Indonesia tal
berkembang dan tak pernah melampaui luas lahan 2.000 hekiar
Menurut Asosiasi Produsen Teripy Indonesia (Aptindo), pen
pengembangan gandum di Indonesia tak berkembang karena |
penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari pemerin
mengembangkan gandum dan tanaman gandum ditanam di datar
schingga harus bersaing dengan tanaman sayuran yang lebih menjar

Sementara komoditi pangan tradisional lainnya vang st
dapat menggantikan beras dan gandum semakin  lama
keberadaannya. Produk umbi-umbian dan sagu yang merupakan
pokok bagi orang yang berada dibelahan timur Indonesia, perlab
ditinggalkan. Politik pangan pemerintah cenderung menggerus |
masyarakat dengan beralih ke komoditi beras, pada akhirmys
alternatif yang sudsh menjadi makanan pokok perlzhan-fahan diti
dan mendorong permintaan terhadap konsumsi beras meningkat, S
pada saat yang bersamaan produksi beras dalam negeri berfluki
pemenuhan kebutuhan stok dilakukan dengan mengimpor dari
Thailand, bahkan dari Jepang. Pengembangan sumber pangan lc
skala ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama pada
pegunungan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya infi
dan lembaga pemasaran hasil pertanian. Petani biasanya menjus
pertanian mereka ke pasar desa vang hanya buka 1-2 hari seminggi
pertanian yang dijual antara lain adalah umbi-umbian dan
Pemasaran hasil pertanian dalam skala agribisnis sangal jarang
karena produk belum memenuhi kuantitas wvang layak d
(marketable product) selain lemahnya sarana transportasi.

Tidak jauh berbeds, komoditi jagung sebagai sumber pa
bahan baku berbagai makanan olahan serta sebagai sumber minys
Selain itu, selama tiga dekade terakhir permintean jagung untuk ba
pakan domestik terus meningkat seiring dengan berkembangny
pakan dan industri perunggasan. Kebutuhan jagung domestik o
pesat sebesar 6,6 persen per tahun, sementara produksi hanya mengs
peningkatan sekitar 2,5 persen per tahun. Meskipun ada beberaps
melakukan kegiatan ckspor, seperti Gorontalo akan tetapi kebutuhs
Bersambung!!











































































































































































